
i 

 

ANALISIS PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM 

TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS KEADILAN 

 

TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

BENI AGUS SETIAWAN 

NIM  : 20302200170  

Konsentrasi  : Hukum Pidana 

 

 

 

 

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 

SEMARANG 

2024



ii 

 

ANALISIS PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM 

TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS KEADILAN 

 

 

 

TESIS 

 

 

Diajukan untuk penyusunan Tesis 

Program Studi Ilmu Hukum 

 

 

Oleh : 

 

BENI AGUS SETIAWAN 

NIM  : 20302200170  

Konsentrasi  : Hukum Pidana 

 

 

 

 

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 

SEMARANG 

2024 



iii 

 

  



iv 

 

 

 

 



v 

 

 

 

 



vi 

 

 

 

 



vii 

 

KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu ‘alaikum Wr.Wb. 

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, 

karunia, dan pengetahuan-Nya, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan 

penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi 

Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat. 

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “Analisis Pembayaran Uang 

Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan” masih belum 

sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari 

semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.  

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga 

penghargaan tertinggi kepada :  

1. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku ketua Yayasan Badan Wakaf 

Sultan Agung. 

2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. 

3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. 

4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, 

S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan 

Agung. 

5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu 

Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang; 

6. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen 

Pembimbing kami, 

7. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendo’akan dan memberikan 

semangat kepada penulis; 

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan 



viii 

 

Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih 

atas bantuannya selama ini; 

9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini; 

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh 

dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya 

membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

Abstrak 

 

 

Pemulihan atau recovery atas keuangan negara sekarang ini sudah 

merupakan fokus utama disamping pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 

korupsi, yang kemudian dijembatani dengan dimuatnya ketentuan uang pengganti 

sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

menganalisis regulasi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi saat 

ini, mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam 

tindak pidana korupsi berbasis nilai Keadilan. 

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum 

empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan 

asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-

masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik. 

Penelitian ini membahas pidana tambahan berupa pembayaran uang 

pengganti dalam tindak pidana korupsi sebagai instrumen penting untuk 

memulihkan kerugian negara akibat tindakan koruptif. Pidana uang pengganti 

bertujuan tidak hanya untuk mengembalikan dana yang disalahgunakan ke kas 

negara, tetapi juga memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Pelaksanaan 

pidana ini didasarkan pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, dengan mekanisme pembayaran langsung oleh terpidana atau melalui 

pelelangan aset yang disita. Namun, implementasinya dihadapkan pada tantangan, 

seperti proses hukum yang panjang, identifikasi kerugian negara, dan 

kecenderungan terpidana memilih hukuman penjara subsider yang ringan daripada 

membayar uang pengganti. Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara 

jaksa, instansi terkait, dan proses peradilan yang transparan untuk mengatasi 

hambatan tersebut. Diperlukan evaluasi kebijakan dan regulasi, termasuk 

pengetatan ketentuan pidana subsider, untuk meningkatkan efektivitas pemulihan 

kerugian negara serta mendorong keadilan dan pencegahan korupsi. Temuan ini 

diharapkan dapat menjadi acuan untuk perbaikan sistem hukum dalam menghadapi 

tindak pidana korupsi. 

Kata Kunci: Korupsi; Uang Pengganti; Keadilan. 
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Abstract 

 

 

Recovery of state finances is currently the main focus in addition to 

preventing and eradicating criminal acts of corruption, which is then bridged by 

the inclusion of provisions on replacement money as regulated in Article 18 of Law 

Number 20 of 2001 concerning amendments to Law Number 31 of 1999 concerning 

Eradication Corruption Crime. The aim of this research is to find out and analyze 

the current regulations for paying replacement money in criminal acts of 

corruption, knowing and analyzing the implementation of paying replacement 

money in criminal acts of corruption based on the value of Justice. 

This legal research uses an empirical legal research approach. Empirical 

juridical research, namely legal research using legal principles and principles in 

reviewing, viewing and analyzing problems in research, in addition to reviewing 

the implementation of law in practice. 

This research discusses additional punishment in the form of payment of 

compensation for criminal acts of corruption as an important instrument for 

recovering state losses resulting from corrupt acts. The crime of replacement 

money aims not only to return misused funds to the state treasury, but also to 

provide a deterrent effect to perpetrators of corruption. The implementation of this 

crime is based on the Corruption Eradication Law, with a direct payment 

mechanism by the convict or through auction of confiscated assets. However, its 

implementation is faced with challenges, such as lengthy legal processes, 

identification of state losses, and the tendency of convicts to choose light subsidiary 

prison sentences rather than paying compensation. This research emphasizes the 

importance of synergy between prosecutors, related agencies, and a transparent 

judicial process to overcome these obstacles. It is necessary to evaluate policies 

and regulations, including tightening subsidiary criminal provisions, to increase 

the effectiveness of recovering state losses and promote justice and prevent 

corruption. It is hoped that these findings can become a reference for improving 

the legal system in dealing with criminal acts of corruption. 

Keywords: Corruption; Replacement Money; Justice 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Republik Indonesia adalah negara yang didasarkan atas 

hukum (Rechtsstaats), bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka 

(Machtsstaat) diatur secara tegas di dalam batang tubuh yaitu pada pasal 1 ayat 

(3) UUD 1945. Dalam konsep negara hukum, diidealkan bahwa yang harus 

menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan adalah 

hukum.1 

Dengan demikian, jika ada penyelenggara negara atau anggota 

masyarakat yang melakukan tindakan melanggar hukum atau melakukan 

perbuatan melawan hukum, maka akan mendapatkan suatu hukuman atau 

sanksi karena perbuatannya tersebut. Terlebih pada era globalisasi saat ini, yang 

ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana 

disatu sisi memberikan manfaat bagi manusia, tidak hanya dalam hal 

komunikasi tetapi juga mempermudah bagi manusia untuk menjalankan 

pekerjaan, bahkan aktivitasnya sehari-hari, akan tetapi di sisi lain 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut juga mempunyai 

dampak negatif jika disalahgunakan, seperti untuk melakukan kejahatan atau 

 
1 Laurensius Arliman, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan 

Indonesia Sebagai Negara Hukum, Jurnal Al Qadau, Vol 8 No 1, 2021, hlm 509-534 
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tindak pidana, dan bahkan tindak pidana semakin banyak terjadi tidak hanya 

dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga anak-anak.2 

Selain itu, tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa, 

tetapi juga pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan dengan berbagai modus 

operandinya, yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga seluruh 

rakyat Hal tersebut membuktikan bahwa adanya adagium yang menyatakan 

bahwa semakin miskin suatu bangsa, maka akan semakin tinggi tingkat 

kejahatan konvensionalnya, seperti pencurian, perampokan, penipuan, 

pembunuhan, dan lain sebagainya,3 tidak sepenuhnya benar. Dampak negatif 

dari adanya perkembangan ilmu pengetahuan teknologi membuat jenis 

kejahatan atau tindak pidana semakin beragam dengan modus operandi yang 

semakin canggih, misalnya korupsi, pencucian uang, tindak pidana narkotika, 

cyber crime, dan sebagainya. Tindak pidana tersebut termasuk dalam kejahatan 

yang luar biasa (extra ordinary crimes) atau kejahatan yang tidak 

berperikemanusiaan dan melanggar hak asasi manusia. Tindak pidana 

merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum, dilarang dan diancam dengan 

pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat 

aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum), juga 

perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya 

 
2 Beni Kurnia Illahi, Optimalisasi Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam 

Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad), 

Jurnal Hukum Peratun, Vol 6 Nomor 1 Februari 2023, hlm. 35-56 
3Edi Setiadi dan Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum 

Di Indonesia, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 
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diharuskan oleh hukum).4 Sebagaimana disebutkan, salah satu tindak pidana 

yang termasuk dalam kejahatan luar biasa adalah Tindak Pidana Korupsi. 

Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran hukum yang 

melibatkan penyalahgunaan wewenang oleh individu yang memegang 

kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak sah. Korupsi 

dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk suap, pemerasan, 

penyelewengan anggaran, dan gratifikasi. Tindak pidana ini merusak integritas 

sistem pemerintahan dan institusi publik, menghambat pembangunan ekonomi, 

serta merugikan masyarakat secara keseluruhan. Korupsi juga sering kali 

menciptakan ketidakadilan sosial dan meningkatkan kesenjangan antara 

golongan masyarakat yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan mereka 

yang tidak. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi memerlukan 

penegakan hukum yang tegas, transparansi, serta partisipasi aktif dari seluruh 

lapisan masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan 

akuntabel.5 

Proses ini melibatkan pengidentifikasian, pengawasan, dan 

pengambilalihan aset yang terkait dengan tindakan korupsi, yang biasanya 

meliputi uang tunai, properti, kendaraan, dan investasi. Penyitaan aset tidak 

berguna untuk menghukum sipelaku kepada negara atau masyarakat yang 

dirugikan. Selain itu, penyitaan aset berfungsi sebagai langkah preventif untuk 

mencegah pelaku korupsi memanfaatkan hasil kejahatan mereka dan 

 
4 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 48 

5 Lola Yustrisia, Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower Dalam Rangka 

Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Menara Ilmu, IX Jilid 1 No. 75, 2017, hlm. 

95. 
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menghindari hukuman. Langkah ini mencerminkan komitmen terhadap 

penegakan hukum dan keadilan dalam upaya pemberantasan korupsi secara 

menyeluruh.6 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi 

PBB Melawan Korupsi (UNCAC) merupakan gerakan untuk meberantas 

tindak korupsi. Konvensi ini, yang diadopsi pada tahun 2003, memberikan 

kerangka kerja yang komprehensif pencegahan berbagai tindakan. Melalui 

pengesahan Undang-Undang ini, Indonesia berkomitmen untuk menerapkan 

standar internasional dalam pencegahan korupsi, penegakan hukum, dan 

kerjasama internasional. UNCAC mencakup berbagai aspek, termasuk 

pencegahan korupsi di sektor publik dan swasta, penegakan hukum yang 

efektif, pengembalian aset yang dikorupsi, serta dukungan terhadap 

mekanisme pelaporan dan perlindungan saksi. Dengan mengadopsi UNCAC, 

Indonesia berusaha memperkuat system hukum domestik dan meningkatkan 

integritas serta transparansi di seluruh lembaga publik dan swasta, guna 

menciptakan lingkungan yang lebih bersih dari praktik korupsi.7 

Fenomena peningkatan terjadinya tindak pidana korupsi ini 

sebagaimana terpahami secara langsung telah berdampak kerugian atas 

keuangan negara, berdasarkan data yang direlease oleh Indonesia Corruption 

Watch (ICW) melaporkan potensi kerugian keuangan negara akibat korupsi di 

Indonesia pada tahun 2021, ICW menilai kerugian negara sebesar 

 
6 Astuti Nur Fadilla, Dkk, Pengembalian Aset Pada Tindak Pidana Korupsi di Maluku 

Melalui Uang Pengganti, Jurnal Litigasi, 24, 2023, hlm. 265. 
7 Evans Emanuel Sinulingga, Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui 

Mekanisme Gugatan Perdata, Lex Administratum, Vol. V, No. 4, 2017, hlm. 117. 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/tren-kerugian-negara-akibat-korupsi-meningkat-dalam-5-tahun-terakhir
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Rp62.930.000.000.000,00 (enam puluh dua triliun sembilan ratus tiga puluh 

milyar rupiah) angka tersebut meningkat 10,9% dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. Angka tersebut juga merupakan yang terbesar dalam 5 tahun 

terakhir. Kerugian negara yang ditangani Kejaksaan sebesar 

Rp62.100.000.000.000,00, (enam puluh dua triliun seratus milyar rupiah) 

sementara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya 

Rp802.000.000.000,00 (delapan ratus dua milyar rupiah). Besarnya kerugian 

keuangan negara disumbang oleh beberapa perkara, di antaranya 

adalah korupsi Kondensat Migas PT Trans Pacific Petrochemical Indonesia 

senilai Rp36.000.000.000.000,00 (tiga puluh enam triliun rupiah), perkara 

korupsi Jiwasraya Rp16.000.000.000.000,00 (enam belas triliun rupiah), serta 

korupsi impor tekstil PT Fleming Indo Batam Rp1.600.000.000.000,00 (satu 

triliun enam ratus milyar rupiah).8 

 Peningkatan jumlah kerugian negara yang diakibatkan, sebagaimana 

data yang direlease oleh ICW diatas, menjadikan sebuah keprihatinan, 

besarnya jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi 

dimaksud, tentunya secara langsung berdampak kepada pertumbuhan ekonomi 

dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. 

Dikarenakan hal tersebut maka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi 

secara simultan harus tetap dilakukan, upaya pemberatasan tindak pidana 

korupsi tersebut tidak cukup hanya pemberian atau penjatuhan saksi pidana 

 
8 https://dataindonesia.id/ragam/detail/kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp6293-triliun-

pada-2021 diakses 11 Oktober 2024 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp-268-triliun-pada-semester-1-2021
https://dataindonesia.id/ragam/detail/kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp6293-triliun-pada-2021
https://dataindonesia.id/ragam/detail/kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp6293-triliun-pada-2021
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penjara kepada setiap pelaku tindak pidana korupsi akan tetapi yang lebih 

penting adalah adanya upaya pengembalian atas kerugian keuangan negara 

yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi tersebut, upaya pengembalian 

atas kerugian keuangan negara bertujuan untuk memulihkan atau recovery atas 

keuangan negara. 

Pemulihan atau recovery atas keuangan negara sekarang ini sudah 

merupakan fokus utama disamping pencegahan dan pemberantasan tindak 

pidana korupsi, yang kemudian dijembatani dengan dimuatnya ketentuan uang 

pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang Undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi kemudian melalui 

releasenya ICW menyampaikan bahwa vonis dari perkara tindak korupsi pada 

tahun 2021, dari kerugian negara yang mencapai Rp62.930.000.000.000,00 

(enam puluh dua triliun sembilan ratus tiga puluh milyar rupiah) berdasarkan 

putusan pengadilan jumlah uang pengganti yang diputus hanya sebesar 

Rp1.400.000.000.000,00 (satu triliuan empat ratus milyar rupiah), artinya 

seakan akan recovery atas kerugian negara akibat tindak pidana korupsi 

mustahil dapat dilakukan. 

Contoh Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Skh. Pengadilan Negeri 

Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa 

pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut 

dalam perkara Terdakwa AS menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh 

karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda 
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sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila 

pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 

(empat) bulan; Menjatuhkan pidana uang pengganti kepada Terdakwa 

sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai bentuk 

pemulihan keuangan negara, dengan ketentuan apabila pidana uang pengganti 

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; 

memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan, maka pidana 

yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan 

dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk 

melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun 

demi kepastian hukum. 

Penyalahgunaan kekuasaan dan penyelewengan anggaran telah 

mengakar dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Dampaknya sangat luas, 

mulai dari merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan hingga 

menghambat pembangunan sosial dan ekonomi. Untuk mengatasi masalah ini, 

diperlukan reformasi menyeluruh yang mencakup penegakan hukum yang 

konsisten, transparansi dalam pengelolaan sumber daya, serta upaya preventif 

dan edukatif untuk mengubah pola pikir dan praktik yang telah lama 

berlangsung. 

Melalui PERMA No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang 

Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, negara berkomitmen untuk 

memberantas korupsi dan memastikan apa yang sudah diambil akan 

dikembalikan ke tempat asalnya, sebuah proses yang dikenal sebagai "asset 
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recovery." Peraturan ini mengatur penerapan pidana tambahan berupa 

kewajiban harus mengganti sesuai yang telah di ambil, dengan tujuan 

memulihkan aset yang hilang dan mengembalikan keuangan negara. Dengan 

adanya PERMA ini, diharapkan proses pemulihan aset korupsi dapat berjalan 

lebih efektif dan mendukung upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul Analisis Pembayaran Uang 

Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana regulasi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana 

korupsi saat ini? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana 

korupsi berbasis nilai Keadilan? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui dan Menganalisis regulasi pembayaran uang pengganti dalam 

tindak pidana korupsi saat ini 

2. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembayaran uang pengganti 

dalam tindak pidana korupsi berbasis nilai Keadilan 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Menjadi salah satu panduan dalam mengetahui kajian hukum 

terhadap pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak 

pidana korupsi; 
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b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum; 

c. Diharapakan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum 

pidana, Khususnya tentang kajian hukum terhadap pelaksanaan 

pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Instansi Penegak Hukum 

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis 

dengan sajian akademis tentang pelaksanaan pembayaran uang 

pengganti dalam tindak pidana korupsi. 

b. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada 

pemerintah tentang kajian hukum terhadap pelaksanaan pembayaran 

uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. 

c. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap 

pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana 

korupsi. 

E. Kerangka Konseptual 

1. Analisis 

Analisis merupakan kegiatan yang, meliputi beberapa aktivitas. 

Aktivitasaktivitas tersebut berupa membedakan, mengurai, dan 

memilah untuk dapat dimasukkan kedalam kelompok tertentu untuk 
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dikategorikan dengan tujuan terntentu kemudian dicari kaitannya lalu 

ditafsirkan maknanya. 

2. Pembayaran Uang Pengganti 

Pidana uang pengganti adalah pidana tambahan terhadap 

terdakwa berupa keharusan membayar berupa uang pada negara 

sejumlah harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sesuai 

dakwaan yang dinilai terbukti di pengadilan. 

Pidana tambahan uang pengganti demikian diatur dalam Pasal 

18 Ayat (1) huruf b UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 

2001 (UU Tipikor) yang berbunyi: "Selain pidana tambahan 

sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 

sebagai pidana tambahan adalah: a. ... dst; b. pembayaran uang 

pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta 

benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.9 

3. Korupsi 

Korupsi adalah kejahatan yang tidak hanya berdimensi 

kejahatan terorganisir (organized crimes), melainkan juga sebagai 

lintas negara atautransnasional (transnational crimes), bahkan juga 

dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra-ordinary crimes). 

Pelaku tindak pidana korupsi melakukan kejahatannya secara 

terorganisir, mempunyai perusahaan-perusahaan, mempunyai 

 
9 Barda Nawawi Arif, Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip.1984, hlm: 37 
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organisasi yang rapi, beroperasi di beberapa negara, yang ketika 

kejahatan korupsinya terbongkar maka penegak hukum akan kesulitan 

mencari pelaku dan hasil kejahatan korupsi karena telah dilarikan ke 

luar negeri termasuk pelakunya juga melarikan diri. Korupsi 

merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau 

perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi 

atau orang lain.10 

Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang 

menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, 

oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas 

hukum atas tingkah laku tersebut.11 

4. Keadilan 

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa 

Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak 

berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan 

dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada 

dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil 

menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang 

menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus 

relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. 

Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap 

 
10 Sudarsono, 2009, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 231. 
11 Jawade Hafidz Arsyad, 2017, Korupsi dalam Perspektif HAN, Jakarta: Sinar Grafika, 

Hlm. 168. 



12 
 

skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai 

dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.12 

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai 

dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam 

sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam 

hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh 

hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya 

manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, 

manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan 

manusia dengan Tuhannya.13 

F. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah. Kerangka Teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum 

mempunyai empat ciri yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) 

doktrin hukum dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembidangan 

kekhususannya.14 Landasan teoritis dalam penulisan tesis ini menggunakan 

beberapa teori, dan asas-asas hukum yaitu sebagai berikut: 

1. Teori Penegakan Hukum 

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk men-

jabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. 

Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti 

 
12 M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, 

Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85. 
13 Ibid 
14 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 79 
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keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan 

dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral 

yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau 

tidak.15 

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan 

hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum 

mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. 

Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan 

ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang 

miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta 

terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan 

menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah-

tengah realitas sosialnya.16 

Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh sebab itu, hukum 

tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya 

hukum. Maka hukum berada di antara dunia nilai-nilai atau ide-ide 

dengan dunia kenyataan sehari. Oleh karena hukum bergerak di antara 

dua dunia yang berbeda, akibatnya sering terjadi ketegangan pada saat 

hukum diterap-kan.17 

Saat hukum yang sarat akan nilai-nilai hendak diwujudkan, 

 
15 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Cetakan Kesatu, Genta 

Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. vii. 

16 Ibid. 

17 Ibid., hlm. viii. 
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maka hukum sangat terkait erat dengan berbagai macam faktor yang 

mempengaruhi dari lingkungan maupun struktur sosial masyarakat di 

mana hukum tersebut diberlakukan. 

Masalah penegakkan hukum merupakan masalah yang tidak 

sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, 

tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan 

sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. 

Sebagai permasalahan pokok dalam soal penegakan dan 

kesadaran hukum dapat dikemukakan kurangnya kaitan yang serasi 

antara peraturan perundang-undangan, perilaku penegak hukum, 

fasilitas penegakan hukum, dan harapan masyarakat. 18 

a. Peraturan perundang-undangan yang dewasa ini mengatur proses 

penegakan hukum kurang lengkap, kurang jelas, kurang sinkron, 

kurang serasi, dan kurang memadai; 

b. Terdapat petunjuk bahwa sebagian penegak hukum tidak kurang 

memahami dan menyadari fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya, 

sehingga mengakibatkan menurunnya wibawa penegak hukum di 

mata masyarakat; 

c. Berkaitan dengan fasilitas, terbatasnya tenaga penegak hukum baik 

kuantitas maupun kualitas, terbatasnya sarana dan prasarana baik 

kuantitas maupun kualitas serta kurangnya dana bagi lembaga, dan 

 
18 Barda Nawawi Arief, Kumpulan Hasil Seminar Nasional Ke I s/d VIII dan Konvensi 

Hukum Nasional 2008, Pustaka Magister, Semarang, 2008, hlm. 36 dan 37. 
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kesejahteraan yang kurang memadai bagi penegak hukum; 

d. Terlihat gejala-gejala adanya kegelisahan dan keresahan pada 

sebagian anggota masyarakat yang disebabkan antara lain oleh 

kurang adanya jaminan perlindungan hukum, kurang adanya 

perlakuan yang sama di dalam hukum, penyelesaian perkara yang 

kurang cepat, tepat, dan murah. Selain itu, kurangnya kesadaran 

hukum masyarakat menjadi hambatan dalam penegakan hukum di 

Indonesia. 

Menurut Abdul Hakim bahwa penegakan hukum 

dilaksanakan dalam 2 (dua) cara, yaitu: 19
 

a. Tindakan preventif; 

Tindakan preventif dilakukan jika memungkinkan, dan 

masih adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum. 

b. Tindakan represif. 

Tindakan represif adalah tindakan yang ditempuh apabila 

tindakan preventif tidak efektif, sehingga masyarakat 

melaksanakan hukum walaupun dengan keterpaksaan. 

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok dari pe-

negakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin 

 
19 Abdul Hakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia , Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2003, hlm. 123. 
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mempengaruhinya, yaitu: 20
 

a. Faktor hukum (undang-undang); 

b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk 

maupun menerapkan hukum; 

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut 

berlaku dan diterapkan; 

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

Polisi, jaksa, atau hakim memiliki kewenangan untuk 

melakukan penegakan hukum berdasar undang-undang, tetapi mereka 

juga dibebani tanggung jawab untuk menjalankan kewenangannya 

secara benar dan bertanggung jawab. Para korban atau masyarakat lain 

secara hukum dapat meminta pertanggungjawaban aparat penegakan 

hukum sebagai pribadi pejabat bila melakukan penyimpangan dalam 

proses penegakan hukum dan bertindak sewenang-wenang (willkeur) 

yang melanggar hak-hak asasi warga negara.21 

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa bekerjanya lembaga 

penegakan hukum, pertama-tama ditentukan dan dibatasi oleh 

 
20 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 5. 

21 Amir Syamsuddin, Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara, 

Cetakan Pertama, Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 11. 
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patokanpatokan formal yang dapat diketahui dari perumusan-

perumusan dalam berbagai peraturan hukum. Namun, kultur lembaga 

penegak hukum, sangat memegang peran yang penting.22
 

Pertanggungjawaban atas penegakan hukum tingkat pidana 

dapat dimintakan kepada polisi/jaksa sebagai pribadi pejabat sampai 

dengan jajaran di bawahnya yang melakukan penyelidikan, penyidikan, 

dan penuntutan sebuah kasus secara ceroboh dan tidak profesional.23
 

2. Teori Keadilan 

Teori Keadilan yang digunakan adalah Teori Keadilan untuk 

mengkaji tugas-tugas Negara dalam mewujudkan keadilan. 

Berdasarkan Teori Keadilan, Konsep dari Keadilan berawal pada abad 

ke-18 yaitu dipelopori oleh Jeremy Bentham yang mengatakan bahwa 

pemerintah yang adil harus memiliki tanggung jawab untuk menjamin 

kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat. Jeremy Bentham menggunakan 

istilah utility atau kegunaan untuk menjelaskan konsep kesejahteraan 

dan kebahagiaan. Dalam prinsip utilitarianisme yang dipelopori dan 

dikembangkannya, ia berpendapat bahwa segala seuatu yang dapat 

menimbulkan kebahagiaan tambahan adalah sesuatu yang memiliki 

pengaruh dan akibat baik dalam masyarakat.24 

 
22 Anis Mashdurohatun, Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia (Suatu Studi 

Pada Karya Cipta Buku), Cetakan Pertama, Edisi Kesatu, UNS Press, Surakarta, 2016, hlm. 109. 

 
23 Ibid. 
24 Erfaniah Zuhriah, Model Small Claim Court Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di 

Pengadilan Agama Perspektif Teori Keadilan John Rawls, De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah 

Vol. 11, No. 2, 2019, hlm. 128-142 
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Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan pengaruh dan akibat 

yang buruk bagi masyarakat adalah tidak baik. Menurutnya, kegiatan 

pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagian 

sebanyak mungkin orang. Gagasan Bentham mengenai reformasi 

hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan 

regulasi sosial membuat ia dikenal sebagai bapak negara kesejahteraan. 

Menurut Adam Smith yang disebut keadilan sesungguhnya 

hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut 

kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang 

atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. Keadilan legal 

sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena 

keadilan legal sesungguhnya hanya konsekuensi lebih lanjut dari 

prinsip keadilan komutatif yaitu bahwa demi menegakkan keadilan 

komutatif negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua 

pihak secara sama tanpa terkecuali.25 

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam 

Buku ke-5 buku Nicomachean Ethics.26 Untuk mengetahui tentang 

keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (a) 

tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut; (b) apa arti keadilan; 

dan (c) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak. 

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. 

 
25 Nui, Teori Keadilan Adam Smith, http://nui-duniamahasiswa.blogspot.in diakses 20 

November 2023 
26 Aristoteles, Nicomachean Ethics, Translated by W.D. Ross, http://bocc.ubi.pt diakses 20 

Oktober 2024 

http://nui-duniamahasiswa.blogspot.in/
http://bocc.ubi.pt/
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Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan 

berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter 

yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah 

ketidakadilan. Pembentukan sikap dan karakter berasal dari 

pengamatan terhadap objek tertentu yang bersisi ganda. 

Melakukan tindakan yang tidak adil adalah tidak sama dengan 

melakukan sesuatu dengan cara yang tidak adil. Tidak mungkin 

diperlakukan secara tidak adil apabila orang lain tidak melakukan 

sesuatu secara tidak adil.27 Mungkin seseorang rela menderita karena 

ketidakadilan, tetapi tidak ada seorangpun yang berharap diperlakukan 

secara tidak adil. Dengan demikian memiliki makna yang cukup luas, 

sebagian merupakan keadilan yang telah ditentukan oleh alam, 

sebagian merupakan hasil ketetapan manusia (keadilan hukum). 

Keadilan alam berlaku universal, sedangkan keadilan yang ditetapkan 

manusia tisak sama di setiap tempat. Keadilan yang ditetapkan oleh 

manusia inilah yang disebut dengan nilai. 

G. Metode Penelitian 

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu 

masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan 

tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka 

 
27 Salsabila, C. A. K., M Daffa Syahreza Al-Imron, Ridzky Ramadhan S.P, & Sarah 

Hastriani. Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Perspektif Aristoteles. Nusantara: Jurnal 

Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora, Vol 1 No.1, 2022, hlm 1-25 
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metode penelitian dapat diartakan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara 

untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.28 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian 

hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan 

menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan 

menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau 

pelaksanaan hukum dalam praktik.29 Metode penelitian empiris merupakan 

kombinasi antara metode penelitian hukum doktriner dan metode penelitian 

hukum empirik, maka yang dilakukan oleh peneliti adalah studi dokumen 

yang disertai dengan studi lapangan. Studi dokumen dalam penelitian ini 

adalah kepustakaan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan. 

Secara nyata, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis 

permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dengan keadaan 

lapangan, yang mana hasil dari analisa tersebut dapat dijadikan acuan dalam 

pelaksanaan penegakan hukum terhadap perkara pidana, tentunya juga 

dengan melihat aturan-aturan yang berlaku. Dengan menggunakan 

pendekatan statute approach dan case approach, maka akan dapat disajikan 

jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Statute approach 

merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-

 
28 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1985), hlm. 6 
29 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, 1990, hlm. 33. 
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undangan, sedangkan case approach merupakan suatu pendekatan yang 

didasarkan pada kasus yang pernah terjadi.30 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu 

penelitian yang menggambarkan penerapan peraturan perundangan yang 

berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum 

positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. dikatakan deskriptif 

karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara 

menyeluruh dan sistematis. 

Dikatakan Analitis karena kemudian akan dilakukan analisa terhadap 

berbagai aspek hukum dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas 

hukum, doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan. 

3. Sumber dan jenis data 

Sumber informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersumber 

penyedia pengetahuan yang siap pakai, dan sumber yang hanya 

menyediakan materi-materi mentah (data) yang masih harus diolah terlebih 

dahulu melalui metode tertentu.31 Sumber dan jenis data yang dipergunakan 

dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari teknik wawancara 

langsung kepada subyek yang ada hubungannya dengan permasalahan 

dalam penelitian ini. Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara 

 
30 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta : Ghalia 

Indonesia, 2015, hlm. 39. 
31 Ibid, hlm. 9. 
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secara langsung dengan responden dan pengamatan terhadap obyek yang 

diteliti. Data dalam penelitian hukum merupakan data penunjang yang 

menjadi bekal dalam melakukan penelitian lapangan. Data sekunder ini 

merupakan data yang diperoleh dari hasil penelahan kepustakaan atau 

penelahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan 

dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan 

hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 

bahan hukum tersier. 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan Data 

Sekunder yang terdiri dari: 

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat serta 

peraturan perundang-undangan.32 Bahan hukum primer yang 

digunakan pada penelitian ini meliputi: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 

2) Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana; 

3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana; 

4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan 

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi 

 
32 Amiruddin Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2010, hlm. 31. 
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5) PERMA No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang 

Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : 

a) Buku-buku kepustakaan; 

b) Jurnal hukum; 

c) Karya tulis/karya ilmiah; 

d) Doktrin atau pendapat hukum; 

c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 

seperti : 

a) Kamus hukum; 

b) Kamus Bahasa Indonesia; 

c) Ensiklopedia; 

d) Internet. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan diperoleh dengan cara 

sebagai berikut: 

a. Data Primer (Data Lapangan) 

Untuk data primer, pengumpulan data dilakukan dengan 

wawancara (interview) dengan menggunakan alat penelitian yang 

berupa daftar pertanyaan (questioner). Pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan dalam wawancara berpedoman pada daftar questioner yang 
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telah tersedia. Wawancara yang dilakukan tidak bersifat kaku dan 

tertutup, melainkan bersifat terbuka dan selalu akan dikembangkan 

sesuai dengan kebutuhan. Pedoman wawancara yang berupa daftar 

pertanyaan dimaksud untuk memudahkan pengendalian data, 

sehingga wawancara tidak melebar atau menyimpang dari kerangka 

yang ada 

b. Data Sekunder (Data Kepustakaan) 

Untuk data sekunder (data kepustakaan), pengumpulannya 

melalui studi dokumen, yaitu dengan cara mengadakan penelitian 

terhadap bahan pustaka yang ada. Penelitian terhadap bahan pustaka 

ini pertama-tama dilakukan inventarisasi, klasifikasi, serta memilih 

secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan 

landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau 

penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan 

permasalahan penelitian. 

5. Teknik Analisis Data 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa 

Kualitatif yaitu data yang sudah didapatkan dari studi lapangan dan studi 

pustaka akan di kumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai 

dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat kemudian 

dianalisa secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan 

dari dari permasalahan penelitian.33 

 
33 Sudarwan Denim, Menjadi Peneliti Kualitatif, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 62. 
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Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan 

metode induktif. Metode induktif merupakan suatu cara penelitian yang 

berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis 

dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian.34 Hasil 

penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara 

deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan 

tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap 

sistematik terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalah 

yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analitis artinya gambaran 

yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat 

diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan 

permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam perumusan 

permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini. 

H. Sistematika Isi Tesis 

Sistematika penulisan disajikan untuk memberikan gambaran umum 

mengenai isi laporan. Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam 

laporan ini adalah sebagai berikut: 

Bab I : Pendahuluan 

Bab ini berisikan latar belakang penulisan, perumusan 

masalah, tujuan penulisan, kerangka konseptual, kerangka 

teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II : Tinjauan Pustaka 

 
34 Ibid, hlm 63. 



26 
 

Merupakan bab yang berisi atas teori umum yang merupakan 

dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam 

menjawab permasalahan, antara lain tinjauan umum tentang 

Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Korupsi, Tinjauan 

Umum tentang Uang Pengganti, dan Korupsi dalam 

perspektif Islam. 

Bab III : Hasil Penelitian Dan Analisis 

Menguraikan penyelesaian dari rumusan masalah yang akan 

dibahas dalam penelititan ini yaitu regulasi pembayaran uang 

pengganti dalam tindak pidana korupsi saat ini dan 

pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak 

pidana korupsi berbasis nilai Keadilan. 

Bab IV : Penutup 

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian, 

berikut saran sehubungan dengan hasil temuan dalam 

penelitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana 

1. Pengertian Hukum Pidana 

Hukum Pidana pada dasarnya berpokok kepada dua hal utama yaitu 

perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana.35 Hukum 

pidana menentukan pula sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang 

dilakukan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara 

hukum pidana dengan hukum yang lainnya.36 Hukum Pidana adalah 

keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang 

dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman 

apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Sedangkan 

sebagaimana dikutip dari bukunya Titik Triwulan Tutik, pada prinsipnya 

Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran 

terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana 

yang merupakan suatu penderitaan. Dengan demikian hukum pidana 

bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada 

 
35 Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip Semarang, Semarang, 

1986, hlm. 9 
36 M. Van Bemmelen, Hukum Pidana I Hukum Material Bagian Umum, Binacipta, Bandung, 

1987, hlm. 17 
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norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya 

norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan 

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau 

dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan 

standar dalam memahami makna dan konsep hukum.37 Notohamidjojo 

mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis 

dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia 

dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada 

keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan 

manusia dalam masyarakat.38 Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah 

penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yang melakukan 

perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.39 

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu 

terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan- 

larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan 

suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. 

Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan 

suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan 

yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana 

terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaaan-

 
37 Ranidar Darwis, Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan 

Kesadaran Hukum Warga Negara, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, 

2003, hlm.6 
38 O. Notohamidjojo, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm.121 
39 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 

2005, hlm.2. 
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keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan 

tersebut.40 

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan 

hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang 

untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan 

tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat 

tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana 

tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma 

di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran 

norma-norma di bidang hukum lain tersebut.41 Pengertian diatas sesuai 

dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP 

dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang 

dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. Berlakunya asas legalitas 

memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang 

melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari 

pemerintah. 

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan 

sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang 

salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. 

Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan 

ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan 

 
40 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 2008, 

hlm.1-2 
41 M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.3. 
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tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum 

mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata 

tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa 

hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhinya.42 

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota 

masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan meyebabkan terjadinya 

keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum 

pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk 

menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). 

Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah 

menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik 

tabi’atnya (represif).43 

2. Perbuatan Pidana dan Ilmu Hukum Pidana 

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang 

secara mutlak harus memenuhi syarat formil, yaitu sesuai dengan amanat 

rumusan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan 

memiiliki unsur materiil yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai 

pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum 

atau tindak pidana.44 

 
42 Suharto dan Junaidi Efendi, Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai 

Proses Penyelidikan Sampai Persidangan, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm.25-26. 
43 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Refika Aditama, 

Bandung, 2003, hlm.20 
44 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Cetakan 

Bina Aksara, Yogyakarta, 1983, hlm.24-25. 
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Gambaran paling umum ketika orang berfikir tentang apakah 

hukum itu adalah suatu aturan yang dibuat oleh manusia dalam mengatur 

hubungan antara sesama manusia. Cicero mengatakan bahwa ada 

masyarakat ada hukum, maka yang dibicarakan sebenarnya adalah hukum 

yang hidup ditengah-tengah masyarakat (manusia). Hukum dan manusia 

memiliki kedekatan yang khas dan tidak dapat dipisahkan. Artinya tanpa 

manusia hukum tidak dapat disebut sebagai hukum. Hukum merupakan 

bagian yang menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam 

kajiannya, manusia mengkonstruksi hukum untuk kepentingan manusia. 

Hukum dianggap sebagai sistem abstrak yang hadir dalam bentuk 

keharusan-keharusan (das solen). Pada posisi ini manusia akan bertindak 

sebagai partisipan (aktor yang berperan menjalankan sistem tersebut), yaitu 

mereka yang bermain dan memainkan sistem berdasarkan logic tadi. Tujuan 

lebih kepada kepentingan praktik dan membuat keputusan. 

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat, hukum dalam 

penerapan di dalam masyarakat dibagi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum 

tidak tertulis. Dalam hukum tertulis biasa disebut dengan undang-undang 

dan hukum tidak tertulis yang ada di dalam kehidupan atau pergaulan 

masyarakat biasa disebut dengan hukum adat. Selain itu, hukum juga dibagi 

dalam dua bidang, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Dalam hukum 

perdata mengatur perkara yang berisi hubungan antara sesama warga negara 

seperti perkawinan, kewarisan, dan perjanjian. Hukum publik mengatur 

kepentingan umum, seperti hubungan antara warga negara dengan negara 
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dan berurusan dengan sekalian hal yang berhubungan dengan masalah 

kenegaraan serta bagaimana negara itu melaksanakan tugasnya. Hukum 

publik antara lain seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum 

administrasi negara, hukum internasional publik, hukum lingkungan, 

hukum sosial ekonomi, dan lain sebagainya. 

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangakaian kata untuk dapat 

memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang 

dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya 

dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat 

membantu memberikan gambaran/ deskripsi awal tentang hukum pidana.45 

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat 

peraturan perundang-undangan pidana) pada hakekatnya merupakan bagian 

dari suatu langkah kebijakan (policy). Selanjutnya untuk menentukan 

bagaimana suatu langkah (usaha) yang rasional dalam melakukan kebijakan 

tidak dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri 

secara integral. Dengan demikian dalam usaha untuk menentukan suatu 

kebijakan apapun (termasuk kebijakan hukum pidana) selalu terkait dan 

tidak terlepaskan dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri yaitu 

bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.46 

Dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat banyak perkara 

atau kejadian yang berhubungan dengan hukum, yang paling sering 

 
45 Takdir, Mengenal Hukum Pidana, Lascar Perubahan, Palopo, 2013, hlm.2 
46 Oscar Stefanus Setjo, Umar Ma'ruf, Investigation Of Children Which Conflicting With 

Law In Narcotics Criminal Acts In Law Area Of The Semarang City Police Jurisdiction, Jurnal 

Daulat Hukum, Vol 3 No 2, 2020, hlm 283-291 
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dijumpai adalah tindak kejahatan atau yang disebut perbuatan pidana. Setiap 

perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan patut untuk 

diberi sanksi pidana. Konteks dalam perbuatan apakah dapat dikatakan 

sebagai perbuatan melanggar hukum (tindak pidana), ada beberapa 

pendapat para sarjana Barat mengenai pengertian atau pembatasan tindak 

pidana (strafbaar feit), yaitu: 

1. Menurut Simons bahwa Strafbaar feit adalah suatu handeling 

(tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh 

undang-undang, bertentangan dengan hukum (onrechtmatig) 

dilakukan dengan kesalahan (schuld) oleh seseorang yang 

mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membaginya 

dalam dua golongan unsur, yaitu unsur-unsur objektif yang 

berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat keadaan 

atau masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa 

kesalahan (schuld) dan kemampuan bertanggungjawab 

(toerekeningsvatbaar) dari petindak.47Menurut Van Hamel 

bahwa Strafbaar feit itu sama dengan yang dirumuskan oleh 

Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat tindakan 

mana bersifat dapat dipidana.48 

2. Menurut Vos bahwa Strafbaar feit adalah suatu kelakuan 

(gedraging) manusia yang dilarang oleh undang-undang 

 
47 S.R.Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Alumni Ahaem-

Petehaem, Jakarta, 1996, hlm.200. 
48 Ibid., hlm. 201. 
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diancam dengan pidana.49 

3. Menurut Pompe bahwa Strafbaar feit adalah suatu 

pelanggaran kaidah (pengganguan ketertiban hukum), 

terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana 

pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban 

hukum dan menjamin kesejahteraan umum.50 

Jadi, menurut konteks di atas dapat disimpulkan bahwa disamping 

adanya perbuatan pidana, juga harus ada sifat melawan hukum, kesalahan, 

dan kemampuan bertanggungjawab. Dan bilamana perbuatan melanggar 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka perbuatan itu menjadi 

perbuatan pidana (fiet). 

Istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat (actieve handeling) 

tidak mencakup pengertian mengakibatkan atau tidak melakon. Istilah 

peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan 

terjemahan pidana untuk strafbaar adalah sudah tepat.51  

Istilah tindak dari tindak pidana adalah merupakan singkatan dari 

tindakan atau petindak. Artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan, 

sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan petindak. Mungkin sesuatu 

tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam banyak hal sesuatu 

tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari suatu 

golongan jenis kelamin saja, atau seseorang dari suatu golongan yang 

 
49 Ibid., hlm 201. 
50 Ibid, hlm. 201. 
51 Ibid., hlm. 203-204. 
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bekerja pada negara atau pemerintah (Pegawai Negeri, Militer, Nakhoda, 

dan sebagainya) atau seseorang dari golongan lainnya. Jadi status atau 

kualifikasi seseorang petindak harus ditentukan apakah ia salah seorang dari 

barangsiapa atau seseorang dari suatu golongan tertentu. Bahwa jika 

ternyata kemudian petindak itu tidak hanya orang (natuurlijk persoon) saja 

melainkan juga suatu badan hukum akan dibicarakan kemudian. 

Antara petindak dengan suatu tindakan yang terjadi harus ada 

hubungan kejiwaan (psychologisch), selain daripada penggunaan salah satu 

bagian tubuh, panca indera atau alat lainnya sehingga terwujudnya sesuatu 

tindakan. Hubungan kejiwaan itu adalah sedemikian rupa, dimana petindak 

dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apakah akan dilakukannya 

atau dihindarinya, dapat pula menginsyafi ketercelaan tindakannya itu atau 

setidak-tidaknya oleh kepatutan dalam masyarakat memandang bahwa 

tindakan itu adalah tercela. Bentuk hubungan kejiwaan itu (dalam istilah 

hukum pidana) disebut kesengajaan atau kealpaan. 

Tindakan yang dilakukannya itu harus bersifat melawan hukum. 

Dan tidak ada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat 

melawan hukum dari tindakan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa 

ditinjau dari sudut kehendak (yang bebas) dari petindak, maka kesalahan itu 

adalah merupakan kata hati (bagian dalam) dari kehendak itu, sedangkan 

sifat melawan hukum dari tindakan itu merupakan pernyataan (bagian luar) 

dari kehendak itu. Bersifat melawan hukum pada garis besarnya tercela. 
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Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai 

dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang 

dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, baik yang 

langsung atau tidak langsung terkena tindakan tersebut. Pada umumnya 

untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan 

kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki 

turun tangannya penguasa. 

Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan 

kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat 

termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus 

ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu, dan 

keadaan yang ditentukan. Artinya dipandang dari sudut tempat, tindakan itu 

harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku. 

Dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu 

tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluwarsa), dan dari 

sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana 

tindakan itu dipandang sebagai tercela. Dengan perkataan lain suatu 

tindakan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan pidana 

Indonesia, bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan 

ketentuan pidana Indonesia. 

Peristiwa pidana itu merupakan suatu tindak pidana yang telah 

terjadi yang (dapat) dipertanggungjawab pidanakan kepada subjeknya. 

Apabila perbuatan terbukti ada sifat melawan hukum, ada kesalahan 
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(kesengajaan atau kelalaian), dan ada juga kemauan bertanggung jawab, 

maka dari feit meningkat menjadi perbuatan yang dapat dihukum. Dengan 

demikian dalam setiap terjadinya suatu kejahatan ada 3 (tiga) komponen 

yang harus dikuasai, yaitu: 

1. Perbuatan pidana. 

2. Sifat melawan hukum. 

3. Pertanggung jawaban pidana.  

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diadakan 

pembagian tindak pidana, yaitu kejahatan yang ditempatkan dalam Buku II 

dan pelanggaran yang ditempatkan dalam Buku III. Tapi di dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana tidak ada satu pasal pun yang memberikan 

dasar pembagian tersebut, walaupun pada bab-bab dari Buku I selalu 

ditemukan penggunakan istilah tindak pidana, kejahatan atau pelanggaran. 

Kiranya ciri-ciri pembedaan itu terletak pada penilaian kesadaran hukum 

pada umumnya dengan penekanan (stress) kepada delik hukum (rechts 

delicten) dan delik undang-undang (wet delicten). 

Delik hukum sudah sejak semula dapat dirasakan sebagai tindakan 

yang bertentangan dengan hukum sebelum pembuatan undang-undang 

menyatakan dalam undang-undang. Sedangkan delik undang-undang baru 

dipandang atau dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan 

hukum setelah ditentukan dalam undang-undang. 

Contoh dari delik hukum adalah pengkhianatan, pembunuhan, 

pencurian, perkosaan, penghinaan, dan sebagainya. Contoh dari delik 
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undang-undang antara lain adalah pelanggaran peraturan lalu lintas di jalan, 

peraturan pendirian perusahaan, peraturan pengendalian harga, dan lain 

sebagainya. Vos tidak dapat menyetujui bilamana dikatakan bahwa dasar 

pembagian pelanggaran adalah karena sebelumnya tindakan-tindakan 

tersebut tidak dirasakan sebagai hal yang melanggar kesopanan atau tak 

dapat dibenarkan oleh masyarakat (zedelijk of mattschappelijk 

ongeoorloofd). 

Dasar pembedaan lainnya dari kejahatan terhadap pelanggaran 

yang dikemukakan adalah pada berat atau ringannya pidana yang 

diancamkan. Untuk kejahatan diancamkan pidana yang berat seperti pidana 

mati atau penjara atau tutupan. Pendapat ini menemui kesulitan karena 

pidana kurungan dan denda diancamkan baik pada kejahatan maupun 

pelanggaran. Dari sudut pemidanaan, pembagian kejahatan sebagai delik 

hukum atau pelanggaran sebagi delik undang-undang tidak banyak 

faedahnya sebagai pedoman. Demikian pula dari sudut ketentuan berat atau 

ringannya ancaman pidana terhadapnya. 

Hukum pidana sebagai objek ilmu hukum pidana lebih merupakan 

objek yang abstrak. Objek ilmu hukum pidana yang lebih konkret, sama 

dengan ilmu hukum pada umumnya, lalah perbuatan atau tingkah laku 

manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hanya saja yang menjadi 

objeknya ialah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup 

sasaran (adressat) dari hukum pidana itu sendiri, yaitu perbuatan dari warga 

masyarakat pada umumnya maupun perbuatan dari penguasa/aparat 
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penegak hukum. Perbuatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat Itu 

dapat dipelajari dari sudut bagaimana seharusnya atau tidak seharusnya 

(bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat) dan dari sudut bagaimana 

(perbuatan manusia itu) senyatanya. Sering pula dikatakan, bahwa sudut 

pandang pertama (bagaimana seharusnya) melihat/mempelajarinya dari 

sudut pandang normatif atau dari dunia ide/harapan cita-cita (das Sollen), 

sehingga Ilmu hukum pidana yang meninjaunya dari sudut Ini dapat pula 

disebut Ilmu hukum pidana normatif: sedangkan sudut pandang kedua 

(bagaimana senyatanya) mempelajarinya dari sudut faktual atau dunia 

realita (das Sein), sehingga ilmu hukum pidana yang meninjaunya dari sudut 

ini sering pula disebut ilmu hukum pidana faktual Namun patut dicatat, 

bahwa istilah “normatif” dan "faktual" jangan terlalu di-"dikhotomi"-kan, 

karena dapat menyesatkan. Iimu hukum pidana, sebagaimana ilmu hukum 

pada umumnya, pada hakikatnya merupakan Ilmu kemasyarakatan yang 

normatif (normatieve maatschappij wetenschap), yaitu ilmu normatif 

tentang hubungan antar-manusia, Jadi merupakan Ilmu normatif tentang 

kenyataan tingkah laku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. 

Objek dari ilmu hukum pidana normatif dapat berupa hukum 

pidana positif. Ilmu yang mempelajari hukum pidana positif ini dapat 

disebut ilmu hukum pidana positif, yang dapat berupa ilmu hukum pidana 

materi/substantif dan ilmu hukum pidana formal. limu hukum pidana positif 

ini sebenarnya merupakan ilmu hukum pidana normatif/dogmatik dalam arti 

sempit, karena hanya mempelajari norma-norma dan dogmadogma yang 
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ada dalam hukum pidaria positif yang saat ini sadang berlaku (ius 

constitutum), sedangkan ilmu hukum pidana norrnatit/ dogmatik dalam arti 

luas juga mempelajari hukum pidana yang seharusnya / sebaiknya / 

seyogyanya (ius constituendum). Jadi ilmu hukum pidana 

normatif/dogmatik pada hakikatnya lebih luas dari ilmu hukum pidana 

positif. 

Memasuki ilmu hukum pidana normatif/dogmatik dalam 

pengertian di atas, khususnya mengkaji bagaimana hukum pidana yang 

sebaiknya/ seharusnya untuk masa kini dan masa yang akan datang, berarti 

memasuki bidang ilmu tentang kebijakan/politik hukum pidana 

(strafrechtspolitiek/criminal-law policy/penal-policy). Patut dicatat, bahwa 

penal policy ini menurut Marc Ancel merupakan salah satu komponen 

esersial dari modern criminal science di samping criminology dan criminal 

law, Mempelajari kebijakan hukum pidana pada dasarnyamempelajari 

masalah bagaimana sebaiknya hukum “dana Itu dibuat, disusun dan 

digunakan untuk mengatur/mengendai.kan tingkah laku manusia, 

khususnya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka melindungi dan 

mensejahterakan masyarakat. Jadi Ilmu hukum pidana mengandung jvga 

aspek kebijakan penanggulangan kejahatan dan kebijakan perlindungan/ 

kesejahteraan masyarakat. Di lain pihak, khususnya dilihat dari kebijakan 

hukum pidana, sasaraadressat dari hukum pidana tidak hanya perbuatan 

jahat dari warga masyarakat tetapi juga perbuatan (dalam arti 

kewenangan/kekuasaan) penguasa/aparat penegak hukum. Jadi ilmu pidana 
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mengandung pula kajian terhadap aspek pengaturan dan kebijakan 

mengalokasikan kekuasaan, baik kekuasaan untuk menetapkan hukum 

pidana (kekuasaan forrmulatif/legislatif) mengenai perbuatan apa yang 

dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan, maupun kekuasaan 

untuk menerapkan hukum pidana (kekuasaan aplikatif/yudikatif) dan 

kekuasaan untuk menjalankan/melaksanakan hukum pidana (kekuasaan 

eksekutit/ administratif). 

Pemahaman dan penguasaan normatif-dogmatis keseluruhan 

sistem KUHP memang diperlukan dalam praktek penegakan hukum, namun 

di sis iain dapat berakibat "kebekuan dan kekakuan" pemikitan yang dapat 

menjadi faktor penghambat di dalam memahami dan beradaptasi dengan 

pemikiran-pemikiran baru (konsep-konsep lain) dalam rangka upaya 

pengembangan dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Dalam 

pengalaman saya selaku salah seorang anggota Tam Pengkajian dan 

Penyusunan Konsep KUHP Baru, sering dirasakan tidak mudahnya 

menjelaskan aspek-aspek baru (konsep-konsep lain) yang ada atau yang 

ingin dimasukkan ke dalam Konsep KUHP Baru, bahkan sering mendapat 

reaksi dan kritik keras. Dengan mengungkapkan hal ini saya tidak 

bermaksud menyatakan konsep mana yang lebih baik (yang ada di dalam 

KUHP atau yang ada di dalam Konsep KUHP): tetapi sekedar ingin 

mengungkapkan bahwa di dalam mengembangkan sesuatu (ide/ 

konsep/sistem) yang lain'baru, hambatan pertama just akan muncul dari 

mereka yang secara dogmatis sudah terbiasa dengan ide/konsep/ sistem 
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yang lama. Hal lain vang ingin diungkapkan ialah, bahwa usaha penemuan 

dan pengembangan ide/konsep/sistem lain (baru) khususnya dalam upaya 

pengembangan dan pembaharuan hukum pidana Indonesia, harus juga 

dilakukan dengan pengembangan ilmu hukum pidana yang diajarkan di 

perguruan tinggi. Kalau yang diajarkan terlalu berorientasi pada Ilmu 

Hukum Pidana positif, khususnya berorientasi pada pola/sistem KUHP 

(WvS), sulit diharapkan adanya "pengembangan". 

Ilmu Hukum Pidana positif lebih bersifat statis karena yang 

terutama diajarkan adalah penguasaan atau kemahira/ ketratnpilan hukum 

positif. Dari tahun ke tahun yarig diajarkan tetap sama yaitu norma-norma 

substantif yang ada di dalam hukuni positif itu. Demikian pula ilmu/teori 

yang diajarkan lebih ditekankan pada pengetahuan yang berhubungan 

langsung dengan bagaimana hukum positif/ substantif itu diterapkan. 

Kebiasaan menerima, memahami dan menerapkan sesuatu (norma dan 

pengetahuan hukum) yang bersifat statis dan rutin Inilah, tedebih apabila 

diterima sebagai suatu dogma, yang dapat menjadi salah satu faktor 

penghambat upaya pengembangan dan pembaharuan hukum pidana. 

Bertolak dari sifat hakiki permasalahan sentral hukum pidana yang 

demikian itulah sebenarnya yang justru menjadi latar belakang utama 

perlunya pembaharuan hukum pidana. Dengan perkataan lain, pembaharuan 

hukum pidana Indonesia pada hakikatnya berarii suatu reorientasi dan 

reformasi hukum pidana positif dilihat dari konsep nilai-nilai sentral bangsa 

Indonesia (dari aspek sosiofilosofik, sosio-politik dan sosio-kultural) yang 
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melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan 

hukum di Indonesia. 

Sehubungan dengan sifat-hakiki (karakteristik) masalah sentral 

hukum pidana (dilihat dari pembaharuan/kebijakan hukum pidana) seperti 

dikemukakan di atas, Prof. H. Sudarto, SH melihat adanya keterkaitan 

hukum pidana dengan ideologi politik suatu bangsa. Pengaturan dalam 

hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik dari suatu 

bangsa di mana hukum itu berkembang dan merupakan hal yang penting 

bahwa seluruh bangunan hukum Itu bertumpu pada pandangan politik yang 

sehat dan konsisten. KUHP dari negara-negara Eropa Barat yang bersifat 

Individualistis-kapitalistis itu bercorak lain daripada KUHP dari negara-

negara Eropa Timur yang berpandangan politik sosialis. Di negara kita 

pandangan politik ini berdasarkan Pancasila, sedangkan pandangan tentang 

hukum pidana erat sekali hubungannya dengan pandangan yang umum 

tentang hukum, tentang negara dan masyarakat dan tentang kriminalitas 

(kejahatan).  

Bertolak dari uraian masalah dasar yang diungkapkan di atas, wajar 

pula kiranya apabila Francis A. Allen pernah menyatakan, bahwa "the 

central problem of the criminal law is and will remain political in 

character". Dikatakan demikian, karena masalah sentral dari hukum pidana 

menurut F.A. Allen ialah "pencapaian berbagai tujuan dari tertib masyarakat 

melalui perggunaan kekuasaan yang diatur sedemikian rupa untuk 

melindungi dan memelihara nilai-nilai dasar yang bersifat politik atau nilai-
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nilai politik yang mendasar. Sehubungan dengan ungkapan F.A. Allen yang 

terakhir ni bahwa tujuan hukum pidana untuk melindungi dan memelihara 

“The basic political values, wajar pulalah apabila Stephen Schafer pernah 

menyatakan, bahwa semua kejahatan dalam pengertian yang sangat luas 

adalah "kejahatan politik" karena semua larangan-larangan dengan sanksi 

pidana sebenarnya menunjukkan/melambangkan bentuk perlindungan 

terhadap sistem nilai atau moralitas tertentu yang ada di dalam masyarakat. 

Dijelaskan selanjutnya oleh Schater, bahwa kejahatan (apapun namanya 

menurut definisi hukum) merupakan suatu hubungan hukum antara negara 

dan anggota masyarakat. Hubungan hukum inf pada dasarnya merupakan 

hubungan politik (political relationship) atau hubungan kemasyarakatan 

yang bersifat ideologis (ideological-societal selationship). Ketentuan-

ketentuan hukum pidana dibuat untuk menjaga dan melindungi berbagai 

nilai Ideologi kemasyarakatan yang oleh negara sebagai suatu kekuatan 

politik ingin diwujudkan di dalam masyarakat.52 

Upaya melakukan penggalian dan pengkajian nilai-nilai hukum 

yang hidup di dalam masyarakat, pada dasarnya merupakan beban dan 

amanat nasional, bahkan merupakan kewajiban dan tantangan nasional. Di 

samping itu, juga telah merupakan kesepakatan dan kecenderungan 

internasional Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non-

penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka 

 
52 Barda Nawawi Arief, Beberapa aspek pengembangan ilmu hukum pidana (Menyongsong 

Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), Pidato pengukuhan jabatan guru besar dalam ilmu hukum 

Fak. Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 25 Juni 1994 
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sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab 

terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada 

masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau 

tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. 

Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan 

global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis 

dari keseluruhan upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strategis dalam 

menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan 

kejahatan, ditegaskan pula dalam berbagai Kongres PBB mengenai “The 

Prevention of Crime and the Treatment of Offenders”. 

Pada Kongres PBB ke-8 tahun 1990 di Havana, mengenai “Social 

aspects of crime prevention and criminal justice in the context of 

development”, menyebutkan bahwa “The trial process should be consonant 

with the cultural realities and social values of society, in order to make & 

understood and to permit it to operate effectively within the community it 

serves. Observance of human rights, eguality, fairness and Consistency 

should be ensured at ail stages of the process". aspek-aspek sosial dari 

pembangunan merupakan faktor penting dalam pencapaian sasaran strategis 

pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam konteks pembangunan 

dan harus diberikan prioritas paling utama. Bahwa aspek-aspek sosial dari 

pembangunan merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan strategi 

penanggulangan kejahatan dan harus diberikan prioritas paling utama, 

tujuan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan kerjasama ekonomi 
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internasional hendaknya ditujukan untuk menjamin hak-hak asasi manusia 

untuk suatu kehidupan yang bebas dari kelaparan, kemiskinan, 

kebutahurufan, kebodohan, penyakit dan ketakutan akan perang serta 

memberi kemungkinan bagi manusia untuk hidupdalam lingkungan yang 

sehat.  

Upaya penanggulangan kejahatan yang integral mengandung arti, 

bahwa masyarakat dengan seluruh potensinya harus dipandang sebagai 

bagian dari politik kriminal. Sehubungan dengan hal ini, Kongres PBB 

menekankan, bahwa “the over all organization of society should be 

considered as anti criminogenic” dan menegaskan bahwa “community 

relations were the basis for crime perevention programs.” Perlu untuk 

membina dan meningkatkan efektivitas “extra-legal system” atau “informal 

system” yang ada di masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan, 

antara lain kerjasama dengan organisasi sosial dan keagamaan, Lembaga-

lembaga pendidikan dan organisasi volunteer yang ada di masyarakat. 

Sehubungan dengan pemanfaatan “extra-legal system” atau “informasi 

system”.53 

3. Hukum Pidana Sebagai Sarana Penanggulangan Kejahatan 

Pada masa-masa silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat 

berat dimana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar 

jangan melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan. Akan tetapi, 

untuk masa sekarang usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan lebih 

 
53 Dokumen Seventh UN Congress A/CONF. 144/L. 3, hlm 4 
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diarahkan pada pembinaan serta pemberian efek jera agar para pelaku bisa 

menginsafi kejahatan yang telah mereka lakukan. 

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya 

merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social 

defence) dan upaya mencapai kesejahteraan (social welfare). Kebijakan 

penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki 

tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk 

mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan 

(criminal policy) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan 

hukum (law enforcement policy). Kebijakan penegakan hukum merupakan 

bagian dari kebijakan social (social policy) dan termasuk juga dalam 

kebijakan legislatif (legislative policy). Politik kriminal pada hakikatnya 

juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau 

upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.54 

Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan 

penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi 

kompleksitasnya. Hal ini wajar karena karena pada hakikatnya kejahatan 

merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang 

memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial 

ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan 

 
54 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan 

Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 2. 
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gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia 

merupakan socio-political problems.55 

Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah 

usaha-usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi 

kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (criminal politic). 

Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. 

Dengan demikian politik criminal adalah merupakan bagian dari 

perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari 

keseluruhan kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan yang 

dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan 

kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa. Di dalam upaya 

penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, 

dalam arti:56 

a. Ada keterpaduan antara politik kriminil dan politik sosial; 

b. Ada keterpaduan antara upaya penggulangan kejahatan dengan 

penal maupun non penal. 

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih 

menitikberatkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/ 

penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih 

menitikberatkan pada sifat “preventive” (pencegahan/ penangkalan) 

sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, 

 
55 Paulus Hadisuprapto, Juvenile Delinquency, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 72. 
56 Ibid hlm 87 
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karena tindakan refresif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan 

preventif dalam arti luas.57 

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, 

bahwa upaya penangulangan kejahatan dapat ditempuh dengan: 

a. Penerapan hukum pidana (criminal law application); 

b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment); 

c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan 

pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on 

crime and punishment/mass media) 

Berdasarkan pendapat di atas maka upaya penanggulangan kejahatan 

secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non penal. 

a. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal) 

Menurut Barda Nawawi Arief,58 bahwa upaya 

penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai 

upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini 

merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan 

pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah 

kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan 

hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, 

melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka 

 
57 Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 188. 

 
58 Ibid hlm 46 
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menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan 

maupun rehabilitasi. 

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (penal policy, 

criminal policy, atau strafrechtpolitiek) merupakan proses 

penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan 

hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-

hal: 

1) Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi 

kejahatan dengan hukum pidana. 

2) Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat 

sesuai dengan kondisi masyarakat; 

3) Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur 

masyarakat dengan hukum pidana; 

4) Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur 

masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih 

besar. 

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya 

juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman 

dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek 

pencegahan/ penangkalnya (deterrent effect). Di samping itu, 

kebijakan penal. tetap diperlukan dalam penanggulangan 

kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana 

kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat 
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(social dislike) atau pencelaan/kebencian sosial (social 

disapproval/social abhorrence) yang sekaligus juga diharapkan 

menjadi sarana “perlindungan sosial” (social defence). Oleh 

karena itu sering dikatakan bahwa “penal policy” merupakan 

bagian integral dari “social defence policy”. 

Hal senada juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh, yang 

mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih 

diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai 

berikut: 

a) Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada 

persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi 

terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai 

tujuan itu boleh menggunakan paksaan, persoalannya 

bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam 

pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari 

batas-batas kebebasan pribadi masing-masing; 

b) Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak 

mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di 

samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-

pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan 

tidaklah dapat dibiarkan begitu saja; 

c) Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata 

ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk 
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mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga 

masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat. 

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi 

Arief dan Roeslan Saleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih 

sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana 

selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk 

mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut 

melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan 

kejahatan. 

Menurut Barda Nawawi Arif,59 efektivitas pidana penjara 

dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek 

perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Bahwa 

yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi 

tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana 

dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain 

menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki 

kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat 

kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat), sedangkan 

yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai 

tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan 

 
59 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 224 
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kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-

wenang di luar hukum. 

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat 

maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh 

mungkin dapat mencegah dan mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria 

efektifitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat 

ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh 

efek pencegahan umum (general prevention) dari pidana penjara 

dalam mencegah masyarakat pada umumnya untuk tidak 

melakukan kejahatan.60 

Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran 

efektifitas terletak pada aspek pencegahan khusus (special 

prevention) dari pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah 

seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap 

si pelaku/terpidana.61 

Menurut Barda Nawawi Arief,62 berdasarkan masalah-

masalah metodologis yang dikemukakan di atas dapatlah 

dinyatakan, bahwa penelitian-penelitian selama ini belum dapat 

membuktikan secara pasti apakah pidana penjara itu efektif atau 

tidak. Terlebih masalah efektifitas pidana sebenarnya berkaitan 

dengan banyak faktor. 

 
60 Ibid hlm 225 
61 Ibid hlm 229 
62 Ibid hlm 230 
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Efektifitas pemidanaan diartikan sebagai tingkat 

tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan. 

Suatu pemidanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin 

dicapai dengan adanya pemidanaan itu tercapai. Ditinjau dari segi 

efektifitasnya maka pidana menjadi kurang efektif apabila ditinjau 

dari segi penjeraannya terhadap terpidana. Hal ini disebabkan 

karena pidana denda dapat dibayarkan oleh orang lain. Sedangkan 

dalam hal pidana penjara tidak mungkin diwakilkan oleh orang 

lain. Di samping itu terpidana dapat saja mengumpulkan uang dari 

mana saja untuk melunasi/membayar denda tersebut. 

b. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non 

Penal) 

Menurut Barda Nawawi Arief,63 bahwa upaya 

penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai 

upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya 

ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan 

pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan 

sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non-penal ini sasaran 

utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab 

terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau 

kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung 

dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. 

 
63 Ibid hlm 72 
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Kebijakan non-penal (non-penal policy) merupakan 

kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana 

di luar hukum pidana. Kebijakan melalui saran non-penal dapat 

dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti : penyantunan dan 

pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab 

sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat 

melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan 

usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli 

dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat 

keamanan lainnya. Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang 

yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana 

tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, 

namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif 

terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif 

melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang 

sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan 

dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik 

criminal.64 

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur 

“non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya 

kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor 

 
64 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 

2010, hlm. 159 
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kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu 

antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi 

sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat 

menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Dengan 

demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan 

global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan 

strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai 

Kongres PBB mengenai “The Prevention of Crime and Treatment 

of Offenders” ditegaskan upayaupaya strategis mengenai 

penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.65 

Upaya non penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, 

dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini 

lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau 

pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada 

upaya yang sifatnya represif. Ada pendapat yang mengatakan 

bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. 

Demikian pula W.A. Bonger mengatakan : Dilihat dari 

efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada 

upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran criminal 

telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah 

lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik 

 
65 M Hamdan, Politik Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 20 
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kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah 

dan lebih mencapai tujuannya.66 

Penanggulangan kejahatan melalui jalur kebijakan “non 

penal” akan lebih mampu melakukan penangan terhadap faktor-

faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-

masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau 

tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan 

kejahatan perdagangan orang tersebut. Dari kebijakan tersebut 

upaya pencegahan dan penanganan dengan melibatkan masyarakat 

serta kerjasama terfokus baik pusat, daerah dan juga internasional 

tergambar jelas merupakan bagian dan kunci penting guna 

memperkecil tingkat kejahatan, bila efektif dan sinergis berjalan 

maka penanganan dan jumlah korban akan dapat berkurang dan 

tertangani.67 

Salah satu kelebihan penanggulangan kejahatan di luar jalur 

hukum pidana (non penal) adalah dapat digunakan untuk 

mengatasi faktor-faktor kriminogen. Beberapa catatan kongres 

PBB tentang “the Prevention of Crime and the Treatment of 

Offenders” tersebut, memberi kesan bahwa kondisi sosial, 

ekonomi, budaya serta struktural masyarakat dianggap 

bertanggung jawab timbulnya kejahatan (kriminogen). 

 
66 W.A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan, Ghalia Indonesia, Bogor, 

1995, hlm 167 

67 UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Bab VII 
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Konsekuensi pendekatan yang demikian itu sudah barang tentu 

mewarnai pula usaha-usaha penanggulangan kejahatan di 

masyarakat. Ini berarti bahwa penanggulangan kejahatan yang 

hanya semata-mata menggunakan hukum pidana yang diwujudkan 

oleh sistem peradilan pidana tidak akan mampu, untuk itu perlu 

diterapkannya tindakan-tindakan yang dapat menjangkau serta 

mengatasi faktor-faktor kriminogen tersebut. Faktor-faktor 

kriminogen yang pada hakekatnya bersifat kemasyarakatan yaitu 

dirasakan perlunya untuk mengkaitkan politik kriminal (criminal 

policy) dengan politik sosial (social policy), atau dengan kata lain 

di dalam politik sosial perlu dimasukkan pula politik kriminal. Dari 

jenis-jenis tindakan-tindakan non penal tampaknya perlu lebih 

dikedepankan guna menunjang tindakan-tindakan penerapan 

hukum pidana yang diwujudkan melalui sistim peradilan pidana.68 

c. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Tindakan Preventif, 

Represif, dan Kuratif 

Jika Barda Nawawi Arief mengemukakan konsep 

penanggulangan kejahatan dengan dua model kebijakan, yaitu 

dengan pidana (penal), dan tanpa pidana (non penal), maka 

Soedarto,69 mengemukakan konsep upaya penanggulangan 

 
68 Jacob Hattu, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak, Jurnal 

Sasi, Vol. 20, No 2, Juli-Desember 2014 : hlm. 47-52. 

69 Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 113-116. 
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kejahatan melalui tiga tindakan, yaitu tindakan preventif, represif, 

dan kuratif. 

1) Tindakan Preventif, yaitu usaha mencegah kejahatan yang 

merupakan bagian dari politik kriminil. Politik kriminil dapat 

diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti 

sempit politik kriminil itu digambarkan sebagai keseluruhan 

asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap 

pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih 

luas, politik kriminil merupakan keseluruhan fungsi dari 

para penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari 

Pengadilan dan Polisi. Sedangkan dalam arti yang paling 

luas, politik kriminil merupakan keseluruhan kegiatan yang 

dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan 

resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma 

sentral dari masyarakat. Penegakan norma-norma sentral ini 

dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan. Usaha-

usaha penanggulangan secara preventif sebenarnya bukan 

hanya bidang dari kepolisian saja. Penanggulangan kejahatan 

dalam arti yang umum secara tidak langsung juga dilakukan 

tanpa menggunakan sarana pidana (hukum pidana). 

Misalnya, kegiatan bakti sosial dapat menghindarkan para 

pemuda dari perbuatan jahat. Penggarapan kejahatan jiwa 

masyarakat dengan pendidikan agama, pemberian tempat 
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atau rumah singgah bagi anak jalanan dan gelandangan akan 

mempunyai pengaruh baik untuk pengendalian kejahatan. 

2) Tindakan Represif, yaitu segala tindakan yang dilakukan 

oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan 

(tindak pidana). Yang termasuk tindakan represif adalah 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai 

dilaksanakannya pidana. Ini semua merupakan bagian- 

bagian dari politik kriminil sehingga harus dipandang 

sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badan-

badan yang bersangkutan dalam menanggulangi kejahatan. 

3) Tindakan Kuratif, yaitu pada hakikatnya merupakan usaha 

preventif dalam arti yang seluas-luasnya ialah dalam usaha 

penanggulangan kejahatan, maka untuk mengadakan 

pembedaan sebenarnya tindakan kuratif itu merupakan segi 

lain dari tindakan represif dan lebih dititikberatkan kepada 

tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. 

Tindakan kuratif dalam arti nyata hanya dilakukan oleh 

aparatur eksekusi pidana, misalnya para pejabat lembaga 

pemasyarakatan atau pejabat dari Bimbingan 

Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Mereka 

ini secara nyata terlepas dari berhasil atau tidaknya 

melakukan pembinaan terhadap para terhukum pidana 

pencabutan kemerdekaan. 
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Secara teoritis tujuan pemidanaan sangatlah jelas, sehingga 

penetapan sanksi terhadap pelanggaran pidana juga harus ditetapkan 

dengan jelas, sehubungan dengan tujuan penetapan sanksi tindak 

pidana dimaksud. Namun demikian peran lembaga legislatif tidak 

kalah pentingnya, karena sebagai lembaga yang (seharusnya) 

merepresentasikan hati nurani dan rasa keadilan rakyat, menetapkan 

sanksi hukum pidana merupakan salah satu tugas mereka. Sangat 

penting karenanya bagi lembaga-lembaga ini untuk bekerja 

berdasarkan falsafah pemidanaan yang berangkat dari nilai-nilai dasar 

yang hidup dalam masyarakat Indonesia saat ini. 

Pada masa-masa silam reaksi penghukuman atas kejahatan 

sangat berat dimana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti 

masyarakat agar jangan melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai 

pembalasan. Akan tetapi, untuk masa sekarang usaha-usaha untuk 

mengurangi kejahatan lebih diarahkan pada pembinaan serta 

pemberian efek jera agar para pelaku bisa menginsafi kejahatan yang 

telah mereka lakukan. 

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada 

hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan 

masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan 

(social welfare). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa 

disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama 

yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan 
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masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) 

itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law 

enforcement policy). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian 

dari kebijakan social (social policy) dan termasuk juga dalam 

kebijakan legislatif (legislative policy). Politik kriminal pada 

hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu 

kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.149 

Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan 

penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan 

tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena karena pada hakikatnya 

kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah 

sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai 

masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh 

dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang 

sangat kompleks, ia merupakan socio-political problems.150 

B. Tinjauan Umum tentang Korupsi 

1. Pengertian Korupsi 

Secara etimologis, Korupsi berasal dari Bahasa latin yakni 

corruption atau corruptus yang berarti merusak, tidak jujur, dapat disuap. 

Korupsi disebut ghulul dalam Al Qur'an, yang berarti penyalahgunaan 

kepercayaan (amanah). Korupsi juga memerlukan kekerasan, degradasi, 

amoralitas, dan kebobrokan. Korupsi juga didefinisikan sebagai al-suht, 

yang berarti menengahi dengan menerima kompensasi untuk kepentingan 
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antara seseorang dan pihak berwenang. Secara umum, korupsi adalah hasil 

dari kurangnya transparansi dan akuntabilitas, kedua prasyarat tersebut yang 

menjadi tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Dan ia juga 

mengatakan bahwa sistem politik Indonesia memiliki tradisi panjang dalam 

kekurangan kedua hal tersebut. 

Menurut Andi Hamzah, busuk, buruk., bejat, tidak jujur; dari 

kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghiha atau memfitnah.70 Korupsi 

merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimanamana. Sejarah 

pembuktian bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. 

Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang, berubah sesuai 

dengan perubahan dan tuntutan zaman. 

Menurut Pius Abdillah dan Anwar Syarifudin dalam kamus Bahasa 

Indonesia korupsi adalah perbuatan buruk seperti menggelapkan uang, 

penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Jadi secara etimologis, kata korupsi 

berarti kemerosotan dari keadaan yang semula baik, sehat, benar, menjadi 

penyelewengan, busuk.71 

Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang 

menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh 

para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas 

tingkah laku tersebut.72 

 
70 Andi Hamzah, Korupsi Dalam Pengelotaan Proyek Pembtngunan, C.V. Akademika 

pressindo, Jakarta, 1984, hlm 3 
71 Pius Abdillah dan Anwar Syarifiddin, Kamus Saku Bahasa Indonesia, Arloka Offset. 

Surabaya 
72 Jawade Hafidz Arsyad, Korupsi dalam Perspektif HAN, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 

168. 
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Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan 

merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan 

kenyataan seperti itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan 

keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, 

penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi 

dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan 

dibawah kekuasaan jabatannya. Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu 

perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan 

suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara.73 

Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkit negara 

Indonesia. Layaknya penyakit, orupsi ini harus disembuhkan agar tidak 

menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah 

membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus 

diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat 

membahayakan jiwa si penderita. Demikian juga dengan tindak pidana 

korupsi ini.74 

Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas 

resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang 

menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau 

melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.75 

 
73 Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, Pendidikan Anti Korupsi, Sinar 

Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 5 
74 Jawade Hafidz, Op.Cit., hlm. 3 
75 Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 31 
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Lebih khususnya pengertian korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi yaitu “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan 

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang 

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”.76 

Tindak pidana korupsi (Tipikor) merupakan pelanggaran terhadap 

hak-hak masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi 

pun tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary crimes), 

melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extra-ordinary crimes). 

Akibat dari korupsi, penderitaan selalu dialami oleh masyarakat, 

terutama yang berada dibawah garis kemiskinan. Adapun unsur-unsur 

dominan yang melekat pada tindakan korupsi tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a) Setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan 

(delegated power, derived power). Pelaku-pelaku korupsi adalah 

orang-orang yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari 

perusahaan atau negara dan memanfaatkannya untuk 

kepentingankepentingan lain. 

b) Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari 

pejabatpejabat yang melakukannya.  

c) Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, link, 

 
76 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi 
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atau kelompok. Oleh karena itu, korupsi akan senantiasa 

bertentangan dengan keuntungan organisasi, kepentingan negara atau 

kepentingan umum.  

d) Orang-orang yang mempraktikkan korupsi, biasanya berusaha untuk 

merahasiakan perbuatannya. Ini disebabkan karena setiap tindakan 

korupsi pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan 

bertentangan dengan hukum.  

e) Korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. 

Dalam hal ini tidak ada keterkaitan antara tindakan korup dengan 

kapasitas rasional pelakunya. Dengan demikian, korupsi jelas dapat 

diberikan dari mal-administrasi atau salah urus77 

Kelihaian manusia untuk menghindari sistem yang dirancang untuk 

melindungi integritas lembaga dan proses tampak tidak ada habishabisnya. 

Bila dibiarkan saja dan tidak dibendung, korupsi kemungkinan besar akan 

meningkat. Hal tersebut diakibatkan oleh rasa malu yang sudah kian menjadi 

barang langka di negeri ini.78 

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi 

Menurut Husein Alatas sebagaimana dikutip oleh Kusumah M.W, 

terdapat tujuh tipologi atau bentuk dan jenis korupsi, yaitu:79 

a) Korupsi Transaktif (Transactive Corruption), menunjuk adanya 

kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima 

 
77 Jawade Hafidz, Op.Cit., hlm. 169 
78 Ibid hlm 170 
79 Kusumah M.W, Tegaknya Supremasi Hukum, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, 

hlm. 141. 
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demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif 

diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia 

usaha atau bisnis dengan pemerintah.  

b) Korupsi perkrabatan (nepotistic corruption), yang menyangkut 

penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai 

keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.  

c) Korupsi yang memeras (exfortive corruption), adalah korupsi yang 

dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman teror, 

penekanan (presure) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal 

yang dimilikinya.  

d) Korupsi investif (investife corruption), adalah memberikan suatu jasa 

atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa 

depan.  

e) Korupsi depensif (defensive corruption), adalah pihak yang akan 

dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat 

terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.  

f) Korupsi otogenik (outogenic corruption), yaitu korupsi yang 

dilakukan seorang diri (single fighter), tidak ada orang lain atau pihak 

lain yang terlibat.  

g) Korupsi suportif (supportive corruption), adalah korupsi dukungan 

(support) dan tak ada orang atau pihak lain yang terlibat. 
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Berdasarkan tujuan seseorang melakukan korupsi, Kumorotomo 

sebagaimana dikutip oleh Chatrina dan Dessy, ia membedakan korupsi 

menjadi dua, yaitu:80 

a) Korupsi politis, yaitu penyelewengan kekuasaan yang mengarah ke 

permainan politis, nepotisme, klientelisme (sistem politik yang 

didasarkan pada hubungan pribadi daripada manfaat pribadi), 

penyalahgunaan pemungutan suara, dan sebagainya. Faktor 

pendorong korupsi jenis ini adalah nilainilai perbedaan (different 

values), yaitu merasa bahwa dirinya berbeda dari orang lain. Latar 

belakang psikologis tersebut di antaranya sebagai berikut: 

1) Keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain.  

2) Keinginan untuk dituakan (dihormati).  

3) Keinginan dianggap sebagai pemimpin oleh banyak orang.  

b) Korupsi material, yaitu korupsi yang berbentuk manipulasi, 

penyuapan, penggelapan, dan sebagainya. Faktor pendorong korupsi 

jenis ini menyangkut nilai-nilai kesejahteraan (welfare values). 

Korupsi material di antaranya sebagai berikut:  

1) Memperoleh kenyamanan hidup.  

2) Memperoleh kekayaan materi.  

3) Mendapat kemudahan dalam segala aspek. 

 
80 Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, Pendidikan Anti Korupsi 

(Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik), Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 16. 
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Adapun jenis dan tipologi korupsi menurut bentuk-bentuk tindak 

pidana korupsi yang dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

sebagai berikut:81 

a) Tindak pidana korupsi dengan Memperkaya Diri Sendiri, Orang 

Lain, atau Suatu Korporasi (Pasal 2).  

b) Tindak pidana korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, 

Kesempatan, Sarana Jabatan, atau Kedudukan (Pasal 3).  

c) Tindak pidana korupsi Suap dengan Memberikan atau Menjanjikan 

Sesuatu (Pasal 5).  

d) Tindak pidana korupsi Suap pada Hakim dan Advokat (Pasal 6).  

e) Korupsi dalam hal Membuat Bangunan dan Menjual Bahan 

Bangunan dan Korupsi dalam Hal Menyerahkan Alat Keperluan TNI 

dan KNRI (Pasal 7).  

f) Korupsi Pegawai Negeri Menggelapkan Uang dan Surat Berharga 

(Pasal 8).  

g) Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Memalsu Buku-Buku dan 

Daftar-Daftar (Pasal 9).  

h) Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Merusakkan Barang, Akta, 

Surat, atau Daftar (Pasal 10).  

i) Korupsi Pegawai Negeri Menerima Hadiah atau Janji yang 

 
81 Adam Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia 

Publishing, Malang, 2003, hlm. 33 
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Berhubungan dengan Kewenangan Jabatan (Pasal 11).  

j) Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau Hakim dan 

Advokat Menerima Hadiah atau Janji; Pegawai Negeri Memaksa 

Membayar, Memotong Pembayaran, Meminta Pekerjaan, 

Menggunakan Tanah Negara, dan Turut Serta dalam Pemborongan 

(Pasal 12).  

k) Tindak pidana korupsi Suap Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi 

(Pasal 12B)  

l) Korupsi Suap pada Pegawai Negeri dengan Mengingat Kekuasaan 

Jabatan (Pasal 13).  

m) Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Hukum Acara 

Pemberantasan Korupsi.  

n) Tindak Pidana Pelanggaran Terhadap Pasal 220, 231, 421, 429, dan 

430 KUHP (Pasal 23). 

United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC) Tahun 

2003 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Againts 

Corruption, 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003), ruang lingkup 

korupsi ternyata lebih luas, yaitu:82 

a) Penyuapan pejabat publik nasional (bribery of national public)  

b) Penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi 

 
82 Astika Nurul Hidayah, “Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka 

Pendidikan Anti Korupsi”, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 18, No. 2, 2018, hlm. 137 
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internasional publik (bribery of foreign public official and officials of 

public international organization)  

c) Penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan lain oleh 

seorang pejabat publik (embezzlement, misappropriation or other 

diversion of property by a public official)  

d) Memperdagangkan pengaruh (trading in influence)  

e) Penyalahgunaan jabatan atau wewenang (abuse of functions)  

f) Memperkaya diri secara tidak sah (illicit enrichment)  

g) Penyuapan pada sektor privat (bribery in the privat sector)  

h) Penggelapan kekayaan di sektor privat (embezzlement of property in 

the privat sector). 

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa tindak pidana 

korupsi tidak hanya terbatas pada perbuatan yang selama ini dipahami oleh 

masyarakat pada umumnya yaitu korupsi yang diatur di dalam Pasal 2 dan 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, yaitu memperkaya atau menguntungkan diri sendiri 

atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negara. Adapun berdasarkan uraian yang telah 

dipaparkan sebelumnya maka yang termasuk sebagai tindak pidana korupsi, 

yaitu: 

a) Merugikan keuangan negara.  

b) Perbuatan Memperkaya atau Menguntungkan Diri Sendiri atau 
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Orang Lain atau Suatu Korporasi.  

c) Penyuapan.  

d) Penyalahgunaan Jabatan.  

e) Pemerasan.  

f) Kecurangan.  

g) Benturan Kepentingan.  

h) Gratifikasi.  

i) Percobaan, Permufakatan, dan Pembantuan melakukan tindak pidana 

korupsi.  

j) Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi. 

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi 

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari 

pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan beberapa 

pengertian dan rumusan delik tindak pidana korupsi seperti di kemukakan di 

atas, adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dapat penulis 

inventarisir dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah : 

a) Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum.  

b) Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang.  

c) Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.  

d) Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara atau 

patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara.  

e) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau 
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penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau 

penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu 

dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.  

f) Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara 

karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan 

kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.  

g) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud 

untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya 

untuk diadili.  

h) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi 

advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk 

mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung 

dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.  

i) Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya 

perbuatan curang tersebut.  

j) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan 

menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk 

sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat 

berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang 

atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, 

atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.  

k) Dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau 
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membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang 

digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat 

yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan 

orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau 

membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut 

serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, 

merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, 

atau daftar tersebut.  

l) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah 

atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau 

janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang 

berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang 

yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan 

jabatannya.  

m) Dengan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ditetapkan 

dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap tindakan 

seseorang atau korporasi yang memenuhi kriteria atau rumusan delik 

di atas, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Harus diingat dan dipahami bahwa unsur-unsur tindak 

pidana sangat penting untuk diketahui karena dengan tidak 

terpenuhinya unsur suatu tindak pidana, maka pelaku kejahatannya 

dapat bebas dari segala tuntutan hukum dan dalam kenyataannya 

penyebab sehingga seorang terdakwa korupsi bebas dari jeratan 
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hukum karena tidak terpenuhinya unsur- unsur tersebut. 

4. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia 

Di Indonesia, tindak pidana korupsi dijadikan sebagai tindak pidana 

khusus sehingga menjadikan tindak pidana korupsi diatur secara lebih 

terperinci di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan 

menyelisihi ketentuan umum yang berlaku di dalam KUHP. Hal tersebut 

dilandasi adanya ketentuan Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa 

ketentuan-ketentuan dalam BAB I sampai dengan BAB VIII buku ini juga 

berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundangundangan 

lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undangundang ditentukan 

lain. 

Jadi, dalam hal ketentuan dalam peraturan perundang-undangan 

mengatur lain dari pada yang telah diatur dalam KUHP, dapat diartikan 

bahwa suatu bentuk aturan khusus telah mengesampingkan aturan umum 

(Lex Specialis Derogat Legi Generali). Dengan kata lain Pasal 103 KUHP 

memungkinkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan di luar 

KUHP untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur 

dalam KUHP. Sehingga dengan demikian, tindak pidana korupsi termasuk 

ke dalam tindak pidana khusus. 

Pengaturan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus di 

Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan undang-undang yaitu 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 

tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak pidana Korupsi, 
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, 

Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya dibentuk 

untuk menjaring beberapa perbuatan korupsi yang dilakukan oleh suatu 

badan atau badan hukum tertentu dengan menggunakan fasilitas, modal atau 

kelonggaran dari Negara dan masyarakat. Eksistensi Peraturan Penguasa 

Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Prt/Perpu/13 Tahun 1958 

dianggap kurang dapat berperan dalam menanggulangi korupsi karena 

peraturan tersebut dibuat ketika Negara dalam keadaan darurat, sehingga 

sifatnya temporer.83  

Hal tersebut dijelaskan pada bagian konsideran Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang 

Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi disebutkan 

bahwa:84 

a) Untuk perkara-perkara pidana yang menyangkut keuangan Negara 

atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan 

atau kelonggaran-kelonggaran lainnya dari Negara atau masyarakat, 

 
83 Mahrus Ali, Hukum Pidana Korupsi, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 17 
84 Konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 

tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi 
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misalnya bank, koperasi, wakap dan lain-lain atau yang bersangkutan 

dengan kedudukan seperti tindak pidana, perlu diadakan beberapa 

aturan pidana khusus dan peraturan-peraturan khusus tentang 

pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan yang dapat memberantas 

perbuatan-perbuatan itu yang disebut tindak pidana korupsi.  

b) Berdasarkan pertimbangan tersebut sub a telah diadakan Peraturan 

Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 

1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 dan peraturan-peraturan 

pelaksanaannya dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf 

Angkatan Laut No. Prt/ZI/1/7 tanggal 17 April 1958.  

c) Peraturan-peraturan Peperpu tersebut perlu diganti dengan peraturan 

Undang-Undang.  

d) Karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 

Disebabkan kurang mencukupinya Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan 

Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi untuk mencapai hasil yang diharapkan 

dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka pada Tahun 1971, 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 

tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi 

diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
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Hal tersebut disebutkan pada bagian konsideran Undang Nomor 3 

Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai 

berikut:85 

a) bahwa perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan 

/perekonomian negara dan menghambat pembangunan Nasional;  

b) bahwa Undang-Undang No. 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, 

Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubung 

dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat 

mencapai hasil yang diharapkan, dan oleh karenanya Undang-undang 

tersebut perlu diganti. 

Dalam perkembangannya, walaupun keberadaan Undang Nomor 3 

Tahun 1971 hakikatnya lebih maju dan progresif dibandingkan dengan 

Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960, namun perkembangan 

masyarakat dan teknologi informasi yang memicu munculnya tindak pidana 

korupsi baru dengan modus operandi yang sama sekali baru, mau tidak mau 

harus terekover dalam perundang-undangan pidana korupsi.86 

Atas dasar hal tersebut maka dibentuk Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada bagian 

konsideran terdapat empat poin yang menjadi pertimbangan dibentuknya 

 
85 Konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 
86 Mahrus Ali, Op.Cit, hlm. 22. 
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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, yaitu:87 

a) bahwa tindakan pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara 

atas perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, 

sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat 

adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945;  

b) bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain 

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga 

menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional 

yang menuntut efisiensi tinggi;  

c) bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi 

dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena 

itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam 

mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;  

d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang baru tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

 
87 Konsideran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 
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Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak 

berlaku. Hal ini terdapat pada Ketentuan Penutup di dalam Pasal 44 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 

Perubahan terhadap Undang-undang Tindak Pidana Korupsi 

dilakukan kembali pada tahun 2001 dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

merupakan perubahan atau penambahan terhadap beberapa ketentuan dalam 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dianggap belum lengkap.88 

Terdapat dua hal yang menjadi pertimbangan sehingga dilakukannya 

perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal-hal tersebut yaitu sebagai 

berikut:89 

a) bahwa tindak pidana korups yang selama ini terjadi secara meluas, 

tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan 

pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara 

luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai 

kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;  

b) bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari 

 
88 Mahrus Ali, Op.Cit, hlm. 26. 
89 Konsideran huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
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keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan 

terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan 

secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan 

perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Sehingga atas dasar hal tersebut, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan beberapa 

perubahan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku hingga saat ini sebagai 

landasan hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di 

Indonesia. 

C. Tinjauan Umum tentang Uang Pengganti 

1. Pengertian Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi 

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra 

ordinary crime), sehingga dalam memberantasnya juga diperlukan 

lembaga yang luar biasa (extra ordinary institution). Kejahatan tersebut 

dapat diberantas dengan cara pre-emtif (yaitu menyelesaikan akar 

penyebab terjadinya tindak korupsi), cara preventif (yaitu melakukan 

pencegahan melalui hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum lain 

yang terkait), dan cara represif (yaitu melalui penerapan hukum pidana). 

Lembagalembaga yang luar biasa tersebut harus ada dalam setiap “cara 

pemberantasan,” baik pre-emtif (misalnya mensejahterakan keluarga 
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orang yang berpeluang melakukan korupsi), cara preventif (misalnya 

menciptakan lembaga pengawas keuangan negara yang tangguh), dan cara 

represif (misalnya menciptakan pengadilan yang terpercaya). 

Pemberantasan tindak pidana korupsi melalui cara represif selalu 

melibatkan hakim sebagai pemutus perkara. Dalam konteks inilah 

diperlukan hakim-hakim yang profesional, dalam rangka menghasilkan 

putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi yang berkualitas. 

Putusan pengadilan yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan pada 

asapek keadilan, dengan tanpa mengesampingkan aspek kepastian hukum 

dan aspek kemanfaatan. Semua putusan pengadilan wajib dibuat 

berdasarkan ketentuan hukum, dan tidak dapat dibenarkan adanya alasan 

hakim yang menyatakan bahwa demi kepentingan masyarakat dan 

keadilan, hukum dapat dikesampingkan. 

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus, karena itu 

ancaman pidananya juga khusus tidak sebagaimana tindak pidana lainnya, 

yaitu meliputi pidana pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda 

(pidana pokok). Selain itu mungkin juga dijatuhi beberapa pidana 

tambahan, antara lain pembayaran uang pengganti (Pasal 18 ayat (1) huruf 

a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi). 

Berbicara mengenai pengertian uang pengganti dalam tindak pidana 
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korupsi sangatlah sulit merumuskannya, karena sangat kurang para ahli 

hukum yang memberi pengertian tentang uang pengganti, bahkan dalam 

undang Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan istilah uang 

pengganti tidak memberikan definisi yang jelas tentang uang pengganti 

yang dimaksud. Dalam Undang-undang tentang pemberantasan tindak 

pidana korupsi hanya mengelompokkan uang pengganti ke dalam salah 

satu pidana tambahan selain yang dimaksud dalam Pasal 10 sub b KUHP 

(Kitab Undang-undang Hukum Pidana). 

Berdasarkan Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 

B012/A/Cu.2/01/2013 tertanggal 18 Januari 2013 tentang Kebijakan 

Akuntansi Dan Pedoman Penyelesaian Atas Piutang Uang Pengganti 

Kejaksaan RI mendefinisikan bahwa, “uang pengganti adalah salah satu 

hukuman pidana tambahan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) 

yang harus dibayar oleh terpidana kepada negara yang jumlahnya 

sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak 

pidana korupsi”. 

Uang pengganti terjadi akibat adanya putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) yang dijatuhkan kepada 

terpidana untuk dibayar/dikembalikan kepada negara, melalui kas 

negara/kas daerah/BUMN/BUMD atau diganti dengan pidana badan 
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(subsidiair) bila tidak membayar uang pengganti. 

Dalam Pasal 34 huruf c Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 dan 

Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya 

mengelompokkan uang pengganti ke dalam salah satu pidana tambahan 

selain yang dimaksud dalam Pasal 10 sub b KUHP (Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana). 

Viktimologi merupakan ilmu atau disiplin yang membahas tentang 

korban, dari segala aspek dan fasenya dan bila menghubungkan masalah 

korban ini dengan Pasal 1365 KUH Perdata, di mana ada pihak yang 

karena perbuatan orang lain merasa dirugikan, maka yang menderita 

kerugian ini berhak atas suatu ganti rugi. Kemudian apabila dihubungkan 

dengan tindak pidana korupsi, dimana negara yang mengalami dan 

menderita kerugian, maka negara dari sudut viktimologi adalah korban, 

dan terdakwa di depan persidangan dituntut untuk memberikan suatu 

bentuk ganti kerugian, dimana menurut istilah Undang-undang tentang 

pemberantasan tindak pidana korupsi adalah uang pengganti. 

Berdasarkan pemikiran tersebut nampak bahwa pengertian uang 

pengganti menurut Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana 

korupsi adalah suatu pengertian ganti rugi menurut hukum perdata yang 

dimasukkan dalam proses pidana yang berupa pidana tambahan 

pembayaran uang pengganti yang dilakukan terpidana atas kerugian 

negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya. 

Namun pada prinsipnya pembayaran uang pengganti berbeda 
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pengertiannya dengan yang dimaksud ganti rugi menurut hukum perdata. 

Pembayaran uang pengganti merupakan salah satu jenis pidana tambahan 

yang dikenakan pada terpidana tindak pidana korupsi menyangkut 

perbuatan korupsi yang telah dilakukan. 

2. Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan 

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari 

akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut 

diperlukan sarana yuridis, yakni dalam bentuk pembayaran uang 

pengganti. 

Uang pengganti merupakan suatu bentuk hukuman (pidana) 

tambahan dalam perkara korupsi. Pada hakikatnya baik secara hukum 

maupun doktrin, hakim tidak diwajibkan selalu menjatuhkan pidana 

tambahan. Walaupun demikian, khusus untuk perkara korupsi hal tersebut 

perlu untuk diperhatikan. Hal tersebut disebabkan karena korupsi adalah 

suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang merugikan atau 

dapat merugikan keuangan negara. Dalam hal ini kerugian negara tersebut 

harus dipulihkan. Salah satu cara yang dapat dipakai guna memulihkan 

kerugian negara tersebut adalah dengan mewajibkan terdakwa yang 

terbukti dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi untuk 

mengembalikan kepada negara hasil korupsinya tersebut dalam wujud 

uang pengganti. Sehingga, meskipun uang pengganti hanyalah pidana 

tambahan, namun adalah sangat tidak bijaksana apabila membiarkan 
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terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagai cara untuk memulihkan 

kerugian negara. 

Terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti dan menyakinkan 

melakukan tindak pidana korupsi terbebas dari kewajiban untuk 

membayar uang pengganti apabila uang pengganti tersebut dapat 

dikompensasikan dengan kekayaan terdakwa yang dinyatakan dirampas 

untuk negara atau terdakwa sama sekali tidak menikmati uang tersebut, 

atau telah ada terdakwa lain yang telah dihukum membayar uang 

pengganti, atau kerugian negara masih dapat ditagih dari pihak lain. 

Jumlah uang pengganti adalah kerugian negara yang secara nyata 

dinikmati atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu, 

sehingga terdakwa bertanggung jawab atas seluruh kerugian negara. 

Dasar hukum uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam 

Tindak Pidana Korupsi yaitu Pasal 17 juncto Pasal 18 huruf b 

Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan 

Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi : 

Pasal 17  

Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana 

tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. 

Pasal 18 
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(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:  

a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak 

berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk 

atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk 

perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi 

dilakukan, begitu pula dari barang yang mengantikan barang-

barang tersebut;  

b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-

banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari 

tindak pidana korupsi. 

c.  Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu 

paling lama 1 (satu) tahun; 

d.  Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau 

penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, 

yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada 

terpidana. 

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) 

bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa 

dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.  

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang 
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mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana 

penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari 

pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang 

ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan 

pengadilan. 

Sehubungan dengan adanya kalimat “dapat dijatuhi pidana 

tambahan” dalam Pasal 17 tersebut, maka penjatuhan pidana tambahan 

dalam perkara tindak pidana korupsi sifatnya adalah fakultatif, artinya 

bahwa hakim tidak selalu harus menjatuhkan suatu pidana tambahan bagi 

setiap terdakwa yang diadili, melainkan terserah pada pertimbangannya 

apakah di samping menjatuhkan pidana pokok, hakim juga bermaksud 

menjatuhkan suatu pidana tambahan atau tidak.90 

Undang-undang memberikan penekanan khusus mengenai besaran 

uang pengganti tersebut yakni sebanyak-banyaknya sama dengan harta 

benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (Pasal 18 ayat (1) huruf b 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999). Secara yuridis hal ini harus 

diartikan kerugian yang dapat dibebankan kepada terpidana adalah 

kerugian Negara yang besarnya nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat 

perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai yang dilakukan oleh 

terpidana. 

 
90 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Sinar Baru, 2011), 

halaman 84 
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Oleh karena itu perlu adanya alat-alat bukti antara lain keterangan 

ahli (sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP) yang 

dapat menentukan dan membuktikan berapa sebenarnya jumlah harta 

benda yang diperoleh terpidana dari tindak pidana korupsi yang 

dilakukannya. Hal ini perlu dilakukan karena penentuan pidana tambahan 

yang berupa pembayaran uang pengganti hanya terbatas sampai sebanyak-

banyaknya sama dengan harta yang diperoleh terpidana dari hasil tindak 

pidana korupsi.91 

D. Korupsi dalam Perspektif Islam 

Agama Islam adalah agama yang rahmatanlil’alamin yaitu rahmat 

bagi seluruh alam, meliputi segala apa yang ada dimuka bumi ini tidak ada 

yang luput diatur oleh Islam, apabila Islam sebagai nama yang diberikan untuk 

suatu ajaran dalam kehidupan, bila disandingkan dengan terminologi agama 

sebagai padanan kata dari al-din dari bahasa sempit berarti undang-undang atau 

hukum, maka sebenarnya al-din al-Islam adalah aturan-aturan yang mengatur 

tingkah laku manusia dalam segala aspeknya (hubungan vertikal dan 

horizontal) agar manusia mendapat ridho dari Tuhannya (Allah swt) dalam 

kehidupannya sehingga akan mencapai keselamatan di dunia maupun di akhirat 

kelak. Karena itulah risalah Islam adalah lengkap dan universal, tidak ada yang 

luput dari jangkauan Islam termasuk korupsi. Di dalam kaidah ushul fiqih 

disebutkan bahwa tiada satupun peristiwa yang yang tidak diatur dalam Islam. 

“Tiada suatu peristiwa pun di dalam Islam, kecuali disitu ada hukum Allah 

 
91 Ibid 
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SWT.92 

Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi 

dalam konteks agama Islam sama dengan fasad, yakni perbuatan yang merusak 

tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan Jinayaat al-kubra 

(dosa besar).93 

Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat 

Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan 

apa yang disebut sebagai maqashidussy syaria’ah. Diantara kemaslahatan yang 

hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (hifdzul maal) dari berbagai 

bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Islam mengatur dan menilai harta 

sejak perolehannya hingga pembelanjaannya, Islam memberikan tuntunan agar 

dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai 

dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak 

berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak 

curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya.94 

Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah:188. 

 

لَكُم تأَكْلُوُٓا   وَلَ  طِلِ  بيَْنَكُم  أمَْوََٰ نْ  فَرِيقاً لِتأَكْلُوُا   ٱلْحُكَّامِ  إلِىَ بهَِآ  وَتدُْلوُا   بٱِلْبََٰ لِ  م ِ ٱلنَّاسِ  أمَْوََٰ  

ثْمِ  تعَْلَمُونَ  وَأنَتمُْ  بٱِلِْْ  

 “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain 

 
92 Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnanin Harahab, Hukum Islam Dinamika dan 

Perkembangannya di Indonesia, Total media, Jakarta, 2008, hlm 11 
93 Muhammadiyah, Nahdatul ulama Partnershipkemitraan, Koruptor itu kafir, Mizan, 

Jakarta, 2010, hlm xiii. 
94 Sabri Samin, Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia, Kholam, Jakarta, 2008, hlm. 

77. 
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di antara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) 

harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada 

harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu 

mengetahui.”95 

Juga firman-Nya dalam surah An-Nisa:29 

نْ كُمْ  ٓ انَْ  تكَوُْنَ  تجَِارَةً  عَنْ  ترََاض   م ِ ا امَْوَالَكُمْ  بيَْنَكُمْ  باِلْباَطِلِ  الَِّ مَنوُْا لَ  تأَكْلُوُْٓ آيَُّهَا الَّذِيْنَ  اَٰ    يَٰ

ا انَْفُسَكُمْ    اِنَّ  اٰللَّ  كَانَ  بِكُمْ  رَحِيْمًا   وَلَ  تقَْتلُوُْٓ

” َHai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil.”96 

Harta hasil korupsi adalah haram, sehingga ia menjadi salah satu 

penyebab yang dapat menghalangi terkabulnya do’a, sebagaimana dipahami 

dari sabda Nabi Saw: 

“Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali 

yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman 

dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman,"Wahai 

para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih. 

Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan". Dia (Allah) 

juga berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik 

dari yang Kami rizkikan kepada kamu," kemudian beliau (Rasulullah) 

Shallallahu 'alaihi wa sallam menceritakan seseorang yang lama bersafar, 

berpakaian kusut dan berdebu. Dia menengadahkan tangannya ke langit 

 
95 Al-Hikmah, Al-Qur’an Terjemahan, Departemen Agama RI, Jakarta, 2013, hal 29. 
96 Ibid hlm 83 
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(seraya berdo’a): "Ya Rabb…, ya Rabb…," tetapi makanannya haram, 

minumannya haram, pakaiannya haram dan dirinya dipenuhi dengan sesuatu 

yang haram. Maka, bagaimana do’anya akan dikabulkan?" 

Dalam hadits lain Nabi saw juga bersabda “Setiap tubuh yang 

berkembang dari yang haram, maka neraka lebih utama baginya”(HRAhmad). 

Hukum perbuatan korupsi menurut pendapat ulama fiqih, secara 

aklamasi dan konsensus (Ijma’) adalah haram karena bertentangan dengan 

prinsip maqashidussy syari’ah. Keharaman perbuatan korupsi tersebut dapat 

ditinjau dari berbagai segi pertama, perbuatan korupsi merupakan perbuatan 

curang dan penipuan yang berpotensi merugikan keuangan Negara dan 

kepentingan publik (masyarakat) yang dikecam oleh Allah swt dengan 

hukuman setimpal di akhirat.97 

Dalam surah Ali Imran: 161 

ا كَسَبَتْ  مَةِ  ۚ ثمَُّ  توَُفىٰ  كلُُّ  نفَْس   مَّ  وَمَا كَانَ  لِنبَِ ي    انَْ  يَّغلَُّ   وَمَنْ  يَّغْللُْ  يأَتِْ  بِمَا  غَلَّ  يوَْمَ  الْقِيَٰ

 وَهُمْ  لَ  يظُْلَمُوْنَ 

“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan 

perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka 

pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, 

kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan 

dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”98 

Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu 

 
97 Setiawan Budi Utomo, Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer, Gema Press 

Insani, Jakarta, 2003, hlm. 20 
98 Al-Hikmah, Op-cit, hal. 71 
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Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Jarir yaitu hilangnya sehelai kain wol yang 

diperoleh dari rampasan perang. Setelah dicari, kain itu ternyata tidak ada 

dalam catatan inventaris harta rampasan perang sehingga ada yang lancang 

berkata, “Mungkin Rasulullah saw sendiri yang mengambil kain itu untuk 

dirinya.” Agar tuduhan tersebut tidak menimbulkan keresahan di kalangan 

umat Islam dan membersihkan citra beliau maka turunlah ayat tersebu di atas 

yang menegaskan bahwa Nabi saw. Tid ak mungkin berlaku korup dan curang 

dalam amanah harta publik berupa rampasan perang. Bahkan Nabi mengancam 

siapapun yang mengkorup harta milik Negara akan menjadi bara api baginya 

di neraka dan demikian pula amalnya yang berasal dari hasil korupsinya 

tersebut tidak akan diterima Allah swt. Teladan beliau dicontoh oleh Khalifah 

Umar bin Abdul Aziz (63-102 H) yang memerintahkan kepada putrinya untuk 

mengembalikan kalung emas yang dihibahkan oleh pengawas perbendaharaan 

Negara (baitul mal) sebagai tanda jasa dan penghormatan kepada ayahnya. 

Kata korupsi secara literer memang tidak ditemukan dalam khasanah 

Islam, tetapi substansi dan persamaannya bisa dicari dan ditelusuri dalam 

Islam. Al-Naim dalam bukunya, sebagaimana dikutip Abu Hapsin, 

memberikan pemahaman umum tentang korupsi sebagai suatu tindakan 

melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau 

korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian 

negara. Bentuk-bentuk korupsi apabila ditinjau dari sisi syariat Islam dapat 

diklasifikasikan dengan nama ar-risywah, al-maksu, hibah/hadiah, dan 
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alghulul.99 

Definisi Takzir menurut syara’ adalah hukuman yang bersifat 

mendidik atas dosa yang tidak dijelaskan oleh hadd (sanksi) dan kafarat 

(penebusnya), selain itu dapat juga dikatakan bahwa ia merupakan hukuman 

yang dijatuhkan oleh pemerintah (imam) atas tindak pidana atau dosa yang 

sanksinya belum ditentukan dalam agama, atau telah ditetapkan sanksinya tapi 

tidak mencukupi persyaratan pemberlakuan sanksi tersebut. Dalil 

disyariatkannya takzir adalah riwayat Bahz bin Hakim dari kakeknya bahwa 

Nabi saw pernah menahan seseorang yang tertuduh. Penahanan terhadap 

seseorang ini merupakan tindakan preventif yang perlu dilakukan hingga 

kebenaran tampak jelas. 

Diriwayatkan juga oleh Hani bin Niyar bahwa ia mendengar 

Rasulullah saw bersabda “Jangan kalian mencambuk seseorang lebih dari 

sepuluh kali, kecuali dalam perkara yang berkaitan dengan hak Allah (hudud)”. 

Diriwayatkan bahwa Umar bin Khathtab juga menjalankan takzir dan mendidik 

beberapa pelaku maksiat (yang tidak memiliki kafarat dan tidak memiliki 

sanksi yang ditentukan oleh syara’) dengan cukur rambut (tidak beraturan), 

pengasingan, pukulan, sebagaimana ia juga membakar toko yang menjual 

khamar (minuman keras), desa yang menjual khamar, dan membakar istana 

Sa’ad bin abi Waqash di Kufah Karena maksiat-maksiat yang dilakukan 

(disana) yang tersembunyi dari khalayak ramai. Umar juga telah membuat 

 
99 Abu Fida’ Abdur rafi’, Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs, Republika, 

Jakarta, 2006, hlm. 2. 
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dirrah (alat pukul) bagi mereka yang berhak dipukul, mendirikan penjara serta 

memukul perempuan yang senang meratapi mayat hingga tampak rambutnya. 

Takzir dalam tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan sesuai 

dengan berat dan ringannya cara atau akibat yang ditimbulkan. Diantaranya: 

a. Celaan dan Teguran/ Peringatan. Hukuman ini dijatuhkan kepada 

pelaku tindak pidana tertentu yang dinilai ringan namun dianggap 

merugikan orang lain. Peringatan dimaksudkan untuk mendidik 

pelaku, mengancam pelaku kriminal jika dia mengulangi 

kejahatannya dengan ancaman penjara, cambuk, sampai pada 

ancaman hukuman terberat. Hukuman tersebut dapat diberlakukan 

kepada pelaku tindak pidana ringan.  

b. Masuk Daftar Orang Tercela (al-tasyhir). Al-tasyhir diberlakukan 

atas pelaku kesaksian palsu dan berlaku curang. Dalam tradisi klasik, 

memasukkan pelaku dalam daftar orang tercela dilakukan dengan 

mengumumkan kejahatan serta dosa pelaku pidana di tempat-tempat 

umum, saat ini pengumuman dapat dilakukan di media massa, Koran, 

majalah serta tempattempat publik.  

c. Menasihati dan Menjauhkannya Dari Pergaulan Sosial. Rasulullah 

sendiri pernah memberikan hukuman kepada tiga orang sahabat yang 

enggan ikut berperang dalam Perang Tabuk, yaitu Mirarah bin al-

Rabi’, Ka’ab bin malik, dan hilal bin umayyah dengan menjauhkan 

mereka (mendiamkan mereka) selama lima puluh hari dan tidak ada 

yang berbicara dengan mereka sampai turun firman Allah dalam 
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surah al-Taubah:118 

ثةَِ  الَّذِيْنَ  خُل ِفوُْا   حَتىٰٓ اِذاَ ضَاقَتْ  عَليَْهِمُ  الَْرْضُ  بِمَا رَحُبَتْ  وَضَاقَتْ  عَليَْهِمْ  انَْفُسهُُمْ  عَلىَ الثَّلَٰ  وَّ

حِيْمُ  ابُ  الرَّ ٓ الِيَْهِ   ثمَُّ  تاَبَ  عَليَْهِمْ  لِيتَوُْبوُْا   اِنَّ  اٰللَّ  هوَُ  التَّوَّ ا انَْ  لَّ  مَلْ جَاَ  مِنَ  اٰللِّ  اِلَّ  ࣖ وَظَنُّوْٓ

“Dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan. Hingga ketika bumi terasa 

sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah 

(pula terasa) sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui tidak 

ada tempat lari dari (siksaan) Allah, melainkan kepada-Nya saja, 

kemudian Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam 

tobatnya. Sesungguhnya Allah maha penerima tobat, maha 

penyayang.”100 

d. Memecat dari Jabatannya (al-‘azl min alwadzifah). Hal ini bisa 

diberlakukan kepada pelaku yang memangku jabatan publik, baik 

yang diberi gaji maupun jabatan yang sifatnya sukarela.  

e. Dengan pukulan (dera/cambuk). Hukuman ini diberlakukan kepada 

pelaku pidana dengan tidak dimaksudkan untuk melukai atau 

mengganggu produktivitas kerjanya, sebaliknya bertujuan untuk 

membuat jera pelaku. Menurut Abu Hanifah, minimal deraan 

sebanyak 39 kali, sedangkan ukuran maksimalnya, menurut Imam 

Malik boleh lebih dari seratus kali jika kondisi menghendaki 

demikian.  

f. Hukuman Berupa Harta (denda) dan Hukuman Fisik. Hukuman ini 

seperti hukuman yang dikenakan pada kasus pencurian buahbuahan 

 
100 Al-Hikmah, Al-Qur’an Terjemahan, Departemen Agama RI, Jakarta, 2013, hlm. 206 
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yang masih berada di pohon. Rasulullah bersabda: “siapa saja yang 

mengambil barang orang lain, maka dia harus mengganti dua kali 

lipat nilai barang yang telah dia ambil dan dia harus di beri 

hukuman.”  

g. Penjara. Pemenjaraan bisa berjangka pendek atau jangka panjang, 

penjara seumur hidup. Misalnya hukuman jangka pendek paling 

sebentar satu hari dan paling lama tidak ditentukan karena tidak 

disepakati oleh para ulama. Ada yang menyatakan 6 bulan, sementara 

ulama lain berpendapat tidak boleh melebihi satu tahun, dan menurut 

kelompok lain penentuannya diserahkan kepada pemerintah.  

h. Hukuman mati. Terkadang bentuk hukuman takzir bisa berbentuk 

hukuman mati. Hukuman itu dapat diberlakukan bila kemaslahatan 

benar-benar menghendakinya. Adapun untuk kasus korupsi hukuman 

mati bisa diberlakukan bila Negara dalam keadaan genting atau 

krisis.101 

Memperhatikan bentuk-bentuk hukuman takzir diatas dalam kaitannya 

dengan sanksi bagi pelaku korupsi merupakan bentuk pidana yang khas 

cakupannya bisa dari tingkatan sederhana hingga terberat dan berakibat massif, 

maka beberapa detail dari hukuman takzir tersebut dapat diberlakukan pada 

saat ini. Misalnya, memasukkan pelaku korupsi ke dalam daftar orang tercela, 

memecat dari jabatannya, diasingkan dari khalayak, melakukan penyitaan harta 

 
101 Muhammadiyah, Nahdatul Ulama Partnership Kemitraan, Koruptor itu Kafir, Mizan, 

Jakarta, 2010, hlm.37-38 
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dua kali lipat dari hasil kejahatan korupsi, bahkan hukuman mati sesuai dengan 

tingkat kejahatan korupsi yang dilakukan dan akibat negatif yang ditimbulkan. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Regulasi Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Saat 

Ini 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, melalui Pasal 18 ayat (2), memang menetapkan jangka waktu 

yang singkat yakni 1 (satu) bulan bagi terpidana untuk melunasi pidana uang 

pengganti. Masih dalam ayat yang sama, UndangUndang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juga menyediakan cadangan pidana 

berupa penyitaan harta terpidana yang kemudian akan dilelang untuk memenuhi 

uang pengganti. 

Dalam ayat berikutnya, maksimal lamanya penjara pengganti dari uang 

pengganti yang dapat dijatuhkan tidak boleh melebihi ancaman pidana pokok 

atas pasal yang dinyatakan terbukti. Hal ini dikarenakan penjara pengganti atas 

uang pengganti merupakan pidana tambahan, sehingga pada prinsipnya 

bertujuan untuk menambah hukuman selain pidana pokok yang telah dijatuhkan 

kepada terdakwa. Dengan demikian, maksimal ancaman pidana tidak dihitung 

dengan cara mengakumulasikan ancaman pidana pokok dengan pidana 

tambahan. Ancaman pidana pokok hanya dijadikan patokan dalam menentukan 

maksimal lamanya penjara pengganti yang dapat dijatuhkan. 

Terkait dengan sanksi pidana berupa pidana tambahan yaitu 

pembayaran uang pengganti ini, terdapat pengaturan dalam bentuk Peraturan 
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Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana 

Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi yang termuat dalam 

Bab IV tentang tentang Eksekusi Uang Pengganti Pasal 9: 

1. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan 

hukum tetap, terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, 

Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki 

terpidana.  

2. Jika setelah dilakukan penyitaan sebagaimana dimaksud ayat (1) 

terpidana tetap tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib 

melelang harta benda tersebut dengan berpedoman pada Pasal 23 ayat 

(3) KUHAP.  

3. Pelaksanaan lelang dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah 

dilakukan penyitaan.  

4. Sepanjang terpidana belum selesai menjalani pidana penjara pokok, 

Jaksa masih dapat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta 

milik terpidana yang ditemukan. 

Bahwa berdasarkan aturan tersebut, maka perampasan aset dalam 

pidana tambahan uang pengganti dapat dilakukan jika Terpidana tidak 

membayar uang pengganti dalam jangka waktu paling lama satu bulan sesudah 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Kemudian Jaksa 

dapat melakukan penyitaan harta benda Terpidana dan selanjutnya melelang 

harta benda tersebut untuk menutupi uang pengganti. Oleh karenannya, uang 

penggganti mempunyai sifat imperative dalam pelaksanaan eksekusinya. Hal 
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ini yang membedakan uang pengganti dengan denda yang mempunyai sifat 

alternatife dengan pidana kurungan penggantinya. 

Korupsi di Indonesia merupakan suatu permasalahan yang sudah sangat 

parah, yang tidak mudah untuk di hapuskan karena sudah mengakar terlalu 

dalam di bangsa kita Indonesia. Di butuhkan suatu lembaga Pengadilan Khusus 

untuk dapat menyelesaikan permasalahan korupsi dan juga dapat 

menegmbalikan aset negara yang telah hilang akibat korupsi tersebut.102 Oleh 

karena itu untuk dapat mengembalikan atau memulihkan kerugian keuangan 

atau perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi maka perlu memberikan 

pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti disertai perampasan harta 

kekayaan (asset) terdakwa yang terbukti diperoleh dari hasil tindak pidana 

korupsi. Menurut Eli Laila Kholis, kejahatan korupsi mengakibatkan kerugian 

negara dan rakyat secara langsung maupun tidak langsung.103 

Upaya yang bersifat represif terhadap tindak pidana korupsi saat ini 

tidak hanya difokuskan pada penangkapan dan pemberian hukuman terhadap 

para pelaku tindak pidana korupsi dengan pidana penjara dan kurungan, 

melainkan juga melalui upaya-upaya untuk pemulihan kerugian keuangan dan 

perekonomian negara dengan cara melakukan penyitaan dan kemudian disusul 

dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan aset terdakwa 

melalui suatu putusan pengadilan. Bahkan, terdapat pula alternatif lain dimana 

dapat ditempuh melalui jalur hukum perdata dengan cara mengajukan gugatan 

 
102 Efi Lalila Kholis, Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi, Jakarta: Solusi 

Publishing, (2010), hlm.5. 
103 Artidjo Alkostar, Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi, 

Varia Peradilan, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Tahun ke XXIII No. 275, Oktober 2008 
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terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri, 

meninggal dunia atau terdakwa yang telah diputus bebas dalam perkara tindak 

pidana korupsi tetapi terdapat indikasi kuat telah mengakibatkan kerugian 

negara. 

Pidana uang pengganti merupakan salah satu instrumen hukum yang 

digunakan dalam persoalan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak 

pidana korupsi sebagaimana Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang tersebut 

merupakan suatu instrumen hukum, dimana hukum menetapkan apa yang harus 

dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum 

yang hendak dituju bukan saja orang yang nyatanyata berbuat melawan hukum 

melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada alat 

perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum dalam penyelenggaraan 

berbagai sektor pembangunan yang ternyata tidak hanya berdampak positif 

berupa pembangunan nasional dan kemajuan pada masyarakat secara umum 

akan tetapi juga terdapat dampak negatif terutama yang merupakan tindak 

pidana dan juga kejahatan yang fenomenal yaitu tindak pidana korupsi. Tindak 

pidana ini tidak hanya merugikan terhadap keuangan negara tetapi juga hak-hak 

sosial dan ekonomi masyarakat.104 

 
104 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, sinar Grafika, 2008, hlm, 1. Ridwan, Upaya 

Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Peran Serta Masyarakat, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 

Vol. 16, No. 3, 2014, hlm. 385-399. 
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Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu Corruption atau 

Corruptus, yang artinya buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan 

menghina, atau memfitnah. Sedangkan pengertian korupsi menurut Kamus 

Umum Bahasa Indonesia diartikan sebgai perbuatan curang, dapat disuap dan 

tidak bermoral. Adapun pengertian korupsi menurut Kamus Hukum, korupsi 

adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri sendiri dengan secara 

langsung atau tidak, merugikan keuangan negara.105 Pengertian menurut Kamus 

Hukum tersebut terdapat dua frasa “memperkaya diri” dan “ merugikan 

keuangan negara” yang juga terdapat dalam unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa Setiap 

orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan “memperkaya diri” 

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat “merugikan keuangan 

negara” atau perekonomian negara. 

Dikarenakan adanya kerugian yang diderita oleh negara dimana kita 

melihat negara sebagai korban, menjadikan tindak pidana khusus ini 

mempunyai ciri khas tersendiri yaitu dikenalnya pidana tambahan berupa uang 

pengganti yang sebelumnya di dalam Pasal 10 KUHP (Kitab Undang - Undang 

Hukum Pidana) jenis pemidanaan meliputi;Pidana Pokok, Pidana mati, Pidana 

penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, sedangkan Pidana Tambahan yaitu 

Pencabutan hak-hak yang tertentu Perampasan barang yang tertentu dan 

Pengumuman keputusan hakim. 

 
105 Simorangkir, Rudy T Erwin, Prasetyo, Kamus Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm, 

85. 
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Bentuk pidana tambahan yang berbeda dari ketentuaan KUHP tersebut 

sudah ada sejak lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang lama 

(Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971) dan ketentuan tersebut tetap masih ada 

dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang 

berlaku sekarang. Ketentuan adanya pidana uang pengganti menjadi penting 

dikarenakan kerugian keuangan negara yang diakibatkan perbuatan pelaku 

tindak pidana korupsi harus dikembalikan atau diganti, guna pemulihan 

kerugian yang dialami oleh negara sebagai korban dari perbuatan koruptor. 

Terlebih dahulu perlu kita ketahui pemahaman dari keuangan negara itu 

sendiri, berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua 

hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu 

baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut” 

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat 

dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa 

barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak 

dan kewajiban tersebut. Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara dalam 

penjelasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dirumuskan bahwa 

“keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang 

dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak 

dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan 

pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun 
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daerah, dana dikarenakan berada dalam penguasaan, pengurusan dan 

pertanggungjawaban BUMD/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan 

yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal 

pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. 

Pemahaman tentang keuangan negara perlu perhatikan karena erat 

kaitannya dengan akibat dari tindak pidana korupsi, meskipun tindak pidana 

korupsi ini dikategorikan sebagai delik formil dimana tidak diharuskan 

timbulnya akibat, akan tetapi berbicara pidana uang pengganti tentu sangat 

berhubungan dengan kerugian keuangan negara. Secara normatif berdasarkan 

Pasal 1 angka (22) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 dinyatakan kerugian 

keuangan negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata 

dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja 

maupun lalai. 

Maka saat mana suatu perkara tindak pidana korupsi telah dipastikan 

bahwa kerugian negara telah terjadi serta unsur-unsur delik korupsi sesuai 

ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

telah terpenuhi dan tentunya penghitungan jumlah kerugian yang akurat 

menjadi hal yang wajib. Tujuan dilakukannya penghitungan jumlah kerugian 

keuangan negara adalah: (a) Untuk menentukan jumlah uang 

pengganti/tuntutan ganti rugi yang harus diselesaikan oleh pihak yang terbukti 

bersalah bila kepada terpidana dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

(b) Sebagai salah stau patokan/acuan jaksa untuk melakukan penuntutan 



106 
 

mengenai berat/ringannya hukuman yang perlu dijatuhkan berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bagi hakim sebagai 

pertimbangan dalam menetapkan keputusannya. (c) Dalam hal kasus yang 

terjadi ternyata merupakan kasus perdata atau lainnya, maka perhitungan 

kerugian negara digunakan sebagai bahan gugatan/penuntutan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

Berdasarkan uraian diatas dalam menentukan jumlah kerugian negara 

yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi kejaksaan harus 

bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena penentuan 

jumlah uang pengganti yang menjadi pidana tambahan berdasarkan jumlah 

kerugian negara yang disebabkan tindak pidana korupsi yang dilakukan pelaku 

tindak pidana korupsi, dan jumlah kerugian tersebut nominalnya ditentukan 

berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan yang diberikan 

kewenangan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 

Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 

Penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPK melalui 

beberapa tahapan: (1) Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi, dengan 

menetukan jenis penyimpangan, menelaah dasar hukum kegiatan yang diaudit, 

meneliti apakah kasus yang diaudit masuk kategori keuangan negara, 

menentukan penyebab kerugiannya dan mengidentikfikasi waktu dan lokasi 

terjadinya penyimpangan dan atau perbuatan melawan hukum. (2) 

Mengidentifikasi transaksi, meliputi identifikasi jenis transaksi dan jenis 

kerugian. (3) Mengidentifikasi, mengumpulkan, verifikasi dan analisis bukti 
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terkait hal-hal yang berhubungan dengan perhitungan kerugian keuangan atas 

kasus yang diaudit. (4) Menghitung jumlah kerugian keuangan negara, 

berdasarkan bukti-bukti yang telah diidentifikasi, dikumpulkan diverifikasi dan 

dianalisis kemudian dihitung jumlah kerugian keuangan negara yang terjadi. 

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas langkah-langkah tersebut 

akan menghasilkan suatu perhitungan kerugian keuangan negara yang 

diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, dan menjadi acuan jaksa dalam 

mengeksekusi pidana uang pengganti terhadap terpidana, sehingga proses 

pelaksanaan pidana uang pengganti ini baik itu berupa perampasan, 

pembayaran oleh terpidana maupun penyitaan harta benda terpidana 

berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bisa dilaksanakan sesuai dengan jumlah 

kerugian yang disebabkan oleh perbuatan terpidana sehingga dapat 

menciptakan kepastian hukum dalam hal jumlah uang pengganti yang harus 

dilunasi. Namun hal tersebut dipengaruhi oleh fakta dipersidangan, dimana 

pembuktian di persidangan merupakan hal yang sangat penting untuk dapat 

diterapkannya sanksi pidana pembayaran uang pengganti dalam putusan di 

pengadilan, karena sanksi pidana pembayaran uang pengganti dapat diterapkan 

jika terbukti bahwa terdakwa menikmati secara pribadi harta benda hasil tindak 

pidana korupsi yang dilakukannya.106 

 
106 Caroline Kasemetan, Implementasi Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam 

Perkara Tindak Pidana Korupsi, Universitas Atmajaya, 2014, hlm. 7 
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Sehubungan dengan kerugian negara dalam prinsip gap-filling yang 

memberi penekanan kepada peran serta aparat penegak hukum dan para 

pengguna hukum di dalam merealisasikan, menggunakan dan menerapkan 

hukum itu sendiri, pendekatan pada prinsip ini adalah menghindari loss pada 

cost terkecil. Kata loss disini tidak terbatas pada pengertian kerugian namun 

juga kekurangan, ketidaktepatan, pengurangan dan penurunan, sedangkan kata 

cost dalam konteks ini memiliki arti biaya, risiko, dan kelemahan.107 Dalam 

penerapan Pasal 18 UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

terkait dengan teori tersebut bila jaksa kurang serius atau lemah dalam 

melakukan eksekusi pidana uang pengganti maka akibatnya tingkat kerugian 

keuangan negara akan semakin tinggi, dimana kerugian tersebut akan 

berdampak pada berbagai sektor pembangunan nasional. 

Konsekuensi hukum dari terjadinya kerugian negaar dengan jumlah 

besaran yang pasti, itu artinya kerugian keuangan negara dalam kondisi 

terganggu keseimbangannya dalam artian mengalami kerugian maka pidana 

uang pengganti menjadi instrumen untuk mengembalikan keseimbangan 

tersebut. 

Merujuk Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, 

pelaksanaan eksekusi pidana uang pengganti harus segera dilaksanakan karena 

dalam jangka waktu 1 bulan jumlah kerugian negara sebagaimana yang 

tercantum dalam putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap 

 
107 Fajar Sugianto, Economic Analysis of Law Seri Analisis Keekonomian Tentang Hukum, 

Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm, 48.  
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harus sudah selesai pembayarannya, guna tercapainya tujuan pidana uang 

pengganti yaitu sebagai bentuk pengembalian atau pemulihan kerugian negara 

akibat tindak pidan korupsi.108 

Proses pengembalian kerugian keuangan negara berupa pembayaran 

uang pengganti dalam praktiknya membutuhkan waktu yang relatif lama karena 

serangkaian proses hukum yang harus berlangsung mulai dari tahap penyidikan 

kerugian negara terkait dengan tindak pidana korupsi mulai di identifikasi 

sampai lahir suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan baru 

bisa dilakukan eksekusi yaitu pelaksanaan putusan yang didalamnya putusan 

tersebut termasuk pembayaran uang pengganti dengan nilai nominal sesuai 

yang tercantum dalam suatu putusan pengadilan, pelaksanaannya bisa 

pembayaran langsung oleh terpidana atau dari pelelangan harta benda yang 

telah disita oleh jaksa untuk menutupi pelunasan uang pengganti tersebut. 

Pelaksanaan pidana uang pengganti yang lazimnya dilakukan lebih dari 

3 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap 

(inkrach) karena menunggu selesainya proses pelelangan harta benda terpidana 

yang disita pada tahap penyidikan dan penghitungan jumlah nominal pidana 

uang pengganti yang sudah ditutupi sebagian atau seluruhnya dengan hasil 

lelang dari harta benda sitaan tersebut, bila jumlahnya tidak dipenuhi 

seluruhnya baru dilakukan penagihan terhadap terpidana untuk membayar 

seluruh dari nominal jumlah uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan. 

 
108 Adami Chazawi. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Malang, Bayu 

Media Publishing, 2005, hlm, 354.  
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Pelaksanaan pidana uang pengganti merupakan bagian dari eksekusi 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang 

jumlah serta hukuman subsidernya tercantum dalam amar putusan dimana 

pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga kejaksaan, kewenangan eksekutor 

tersebut berlandaskan Pasal 1 butir 6 huruf a dan b Kitab UndangUndang 

Hukum Acara Pidana, Pasal 6 dan Pasal 30 huruf b Undang-Undang nomor 11 

Tahun 2021 tentang Kejaksaan Negeri Indonesia.  

Selain itu kerjasama dengan instansi terkait juga dibutuhkan karena 

dalam melakukan perampasan, haruslah terhadap harta benda yang 

dipergunakan atau yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi, hal tersebut 

sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa 

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau 

barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak 

pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana 

korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang-barang yang menggantikan 

barang tersebut. Oleh karena itu dalam melakukan perampasan dibutuhkan 

kepastian keterkaitan harta benda terpidana dengan tindak pidana korupsi yang 

telah dilakukannya, baru bisa dilakukan perampasan yang nantinya juga akan 

turut melunasi beban uang pengganti. 

B. Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi 

Berbasis Nilai Keadilan 

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat 

tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau 
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perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut 

diperlukan sarana yuridis, yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti. 

Uang pengganti merupakan suatu bentuk hukuman (pidana) tambahan dalam 

perkara korupsi. 

Pada hakikatnya baik secara hukum maupun doktrin, hakim tidak 

diwajibkan selalu menjatuhkan pidana tambahan. Walaupun demikian, khusus 

untuk perkara korupsi hal tersebut perlu untuk diperhatikan. Hal tersebut 

disebabkan karena korupsi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan 

hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara. Dalam hal ini 

kerugian negara tersebut harus dipulihkan. Salah satu cara yang dapat dipakai 

guna memulihkan kerugian negara tersebut adalah dengan mewajibkan 

terdakwa yang terbukti dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi 

untuk mengembalikan kepada negara hasil korupsinya tersebut dalam wujud 

uang pengganti. Sehingga, meskipun uang pengganti hanyalah pidana 

tambahan, namun adalah sangat tidak bijaksana apabila membiarkan terdakwa 

tidak membayar uang pengganti sebagai cara untuk memulihkan kerugian 

negara. Terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti dan menyakinkan 

melakukan tindak pidana korupsi terbebas dari kewajiban untuk membayar 

uang pengganti apabila uang pengganti tersebut dapat dikompensasikan dengan 

kekayaan terdakwa yang dinyatakan dirampas untuk negara atau terdakwa sama 

sekali tidak menikmati uang tersebut, atau telah ada terdakwa lain yang telah 

dihukum membayar uang pengganti, atau kerugian negara masih dapat ditagih 

dari pihak lain. 
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Jumlah uang pengganti adalah kerugian negara yang secara nyata 

dinikmati atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu, sehingga 

terdakwa bertanggung jawab atas seluruh kerugian negara. Sehubungan dengan 

adanya kalimat "dapat dijatuhi pidana tambahan" dalam Pasal 17 tersebut, maka 

penjatuhan pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi sifatnya 

adalah fakultatif, artinya bahwa hakim tidak selalu harus menjatuhkan suatu 

pidana tambahan bagi setiap terdakwa yang diadili, melainkan terserah 

padapertimbangannya apakah di samping menjatuhkan pidana pokok, hakim 

juga bermaksud menjatuhkan suatu pidana tambahan atau tidak.109 

Undang-undang memberikan penekanan khusus mengenai besaran 

uang pengganti tersebut yakni sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda 

yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-

undang Nomor 31 Tahun 1999). Secara yuridis hal ini harus diartikan kerugian 

yang dapat dibebankan kepada terpidana adalah kerugian Negara yang besarnya 

nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik 

sengaja atau lalai yang dilakukan oleh terpidana. 

Jaksa Penuntut Umum hampir semua dakwaan dan tuntutannya 

memasukkan hukuman uang pengganti kerugian negara. Uang pengganti adalah 

salah satu hukuman pidana tambahan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi 

yang harus dibayar oleh terpidana kepada negara yang jumlahnya sebanyak-

 
109 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 2011, 

hal. 84 
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banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana 

korupsi.110 

Undang-undang memberikan penekanan khusus mengenai besaran 

uang pengganti tersebut yakni sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda 

yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Secara yuridis hal ini hal tersebut 

harus diartikan kerugian yang dapat dibebankan kepada terpidana adalah 

kerugian negara yang dibebankan kepada terpidana adalah kerugian negara 

yang besarannya yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan 

melawan hukum baik sengaja ataupun lalai yang dilakukan oleh terpidana. 

Dengan demikian yang memegang peran penting untuk hal tersebut adalah 

teknis penemuan kerugian keuangan negara yakni harus ditemukan berdasarkan 

hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk 

melalui tata cara / prosedur audit yang benar. 

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara hukum dengan 

memberlakukan secara konsisten Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 

Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berbagai ketentuan terkait secara 

represif, yaitu dengan menerapkan upaya pemidanaan terhadap pelaku tindak 

pidana korupsi dengan menghukum terpidana dengan pidana penjara dan denda, 

serta menjatuhkan sanksi pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan 

dalam perkara korupsi untuk mengembalikan kerugian terhadap keuangan 

 
110 Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : B012/A/Cu.2/01/2013 tertanggal 18 

Januari 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Dan Pedoman Penyelesaian Atas Piutang Uang 

Pengganti Kejaksaan Republik Indonesia 1 
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negara. Berbeda halnya dengan pidana denda, pidana pembayaran uang 

pengganti merupakan pidana tambahan sedangkan pidana denda merupakan 

pidana pokok sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 10 KUHP. 

Proses pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan 

sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi tersebut, 

terpidana dituntut pidana tambahan uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-

banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana 

korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang 

diakibatkan. Dalam hal hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa 

pembayaran uang pengganti, maka terpidana diberi tenggang waktu 1 (satu) 

bulan untuk melunasinya sesudah putusan pengadilan telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap (inkracht), di mana setelah dilakukan pelunasan 

pembayaran oleh Terpidana, Jaksa akan menyetorkan hasil pembayaran ke Kas 

Negara untuk membayar uang pengganti si terpidana tersebut, kemudian 

mengirimkan tembusan berita acara pembayaran uang pengganti yang 

ditandatangani oleh Jaksa dan Terpidana kepada Pengadilan Negeri yang 

mengadili perkara. Dalam hal penentuan jumlah pembayaran uang pengganti 

dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta 

benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata 

sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan. Kemudian harta benda 

hasil korupsi yang sebelumnya telah disita terlebih dahulu oleh penyidik akan 

diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus 

dibayarkan terpidana. 
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Pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dilaksanakan 

setelah putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), 

terpidana diberi tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk melunasi pidana tambahan 

berupa pembayaran uang pengganti, di mana setelah dilakukan pelunasan 

pembayaran, Jaksa akan menyetorkan hasil pembayaran ke Kas Negara dan 

mengirimkan tembusan berita acara pembayaran uang pengganti yang 

ditandatangani oleh Jaksa dan terpidana kepada Pengadilan Negeri yang 

mengadili perkara. 

Bahwa apabila pembayaran tidak dapat sekaligus dilakukan oleh 

terpidana maka lebih mengarah kepada penyelesaian non litigasi yang 

dilakukan dengan negosiasi. Bahwa terpidana dapat membayar dengan cara 

mengangsur sesuai dengan kesepakatan sampai dengan lunas membayar uang 

pengganti. Sementara perkara yang diputus oleh Undang-undang tindak pidana 

korupsi yang baru, sudah ada pembatasan waktu pembayaran selama satu bulan, 

apabila tidak membayar uang pengganti maka harta benda dapat disita oleh 

Jaksa dan harta benda yang disita dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti 

yang jumlahnya sesuai dengan vonis pengadilan yang telah berkekuatan hukum 

tetap. Kemudian apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup 

untuk membayar uang pengganti maka dipidana berupa pidana penjara yang 

dijalani terpidana yang lamanynya tidak melebihi dari pidana pokoknya. 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi melalui Pasal 18 ayat (2), memang menetapkan jangka waktu yang 
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sangat singkat yakni 1 (satu) bulan bagi terpidana untuk melunasi pidana uang 

pengganti. Masih dalam ayat yang sama, UU No. 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menyediakan alternatif pidana 

berupa penyitaan harta terpidana yang kemudian akan dilelang untuk memenuhi 

uang pengganti. Dalam ayat berikutnya, terpidana bahkan diancam dengan 

pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana 

pokoknya. Jadi, terpidana sebenarnya tidak akan lolos walaupun berdalih ada 

gugatan perdata yang sedang diproses. 

Pidana Subsider atau pidana kurungan pengganti sangat dihindari 

dalam rangka menggantikan pidana uang pengganti bagi Terdakwa perkara 

korupsi yang telah terbukti dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. 

Karena pada dasarnya terdakwa yang terbukti melakukan korupsi wajib 

mengembalikan uang hasil korupsi sebagai cara untuk memulihkan kerugian 

negara. Pidana penjara subsider dapat menutup kesempatan Negara untuk 

memperoleh kembali kerugian akibat korupsi. Mahkamah Agung (MA) 

contohnya dalam banyak putusan hanya menjatuhkan uang pengganti tanpa 

pidana penjara subsider sebagai cara untuk memaksa terdakwa mengembalikan 

uang negara. 

Pidana penjara subsider dapat dijatuhkan terhadap korupsi dengan 

jumlah kerugian negara yang kecil, atau karena keadaan tertentu terdakwa tidak 

mungkin membayar. Apabila karena ketentuan hukum harus ada pidana penjara 

subsider maka pidana kurungan pengganti tersebut harus diperberat. 
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Sebagai contoh putusan Nomor 6034 K/Pid.Sus/2023 Mahkamah 

Agung memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang 

dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dengan 

terdakwa Abdul Manab bin Nubeh (34 Tahun) Menyatakan Terdakwa Abdul 

Manab bin Nubeh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana “Secara bersama-sama melawan hukum melakukan perbuatan 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan 

keuangan negara atau perekonomian Negara” sebagaimana diatur dan diancam 

pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat 

(1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan 

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;  

Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 Kementerian Sosial 

Republik Indonesia melalui Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian 

Sosial Republik Indonesia memberikan Bantuan Sosial Program Keluarga 

Harapan (PKH) kepada keluarga kurang mampu yang selanjutnya disebut 

sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mana dana bantuan tersebut 

bersumber dari DIPA Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial 

Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 sampai dengan tahun 2021; 

Bahwa Terdakwa Abdul Manab Bin Nubeh selaku Pendamping 

Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten 
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Bangkalan Tahun 2018 yang melanjutkan tugas saksi Nurus Zaman, Bin M. 

Hamim selaku Pendamping PKH Kecamatan Galis Tahun 2017 dan untuk 

melanjutkan tugas pendamping tersebut saksi Nurus Zaman telah memberikan 

sisa kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH kepada Terdakwa Abdul Manab 

sebanyak 18 (delapan belas) kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH, 

selanjutnya kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH tersebut dikuasai secara 

pribadi oleh Terdakwa Abdul Manab dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 

2021 telah dilakukan penarikan dana oleh terdakwa; 

Bahwa jumlah dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) 

Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan yang dikuasai oleh 

Terdakwa Abdul Manab Bin Nubeh pasca menggantikan Nurus Zaman, S.Sos., 

M.Sosio Bin M. Hamim sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 yang 

telah Terdakwa cairkan dari penguasaan sebanyak 18 (delapan belas) buku 

tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH adalah sejumlah 

Rp208.712.500,00 (dua ratus delapan juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus 

rupiah), namun dana sosial PKH tersebut tidak diserahkan Terdakwa kepada 

yang berhak yakni kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Kelbung 

Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan; 

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pendamping Sosial PKH Desa 

Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 sampai dengan 

Tahun 2021 yang melakukan penguasaan buku tabungan dan kartu keluarga 

sejahtera/kartu ATM PKH serta melakukan penarikan/pencairan terhadap dana 

Bantuan Sosial PKH yang masuk ke rekening KPM melalui agen 
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BRILink/mitra Perbankan menggunakan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM 

PKH milik KPM PKH dan juga melakukan pencairan dana melalui penarikan 

tunai di ATM kemudian menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi 

Terdakwa, sehingga Terdakwa benar-benar tidak melaksanakan pendampingan 

PKH sebagaimana mestinya yang bertujuan untuk memastikan anggota 

Keluarga Penerima Manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban 

sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat PKH 

mengakibatkan para penerima KPM tidak menerima bantuan PKH sama sekali 

yang seharusnya dana bantuan tersebut diserahkan seluruhnya dan digunakan 

oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana mestinya; 

Bahwa Terdakwa Abdul Manab Bin Nubeh telah mengembalikan yang 

sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari total yang 

dikuasai Terdakwa sejumlah Rp208.712.500,00 (dua ratus delapan juta tujuh 

ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) sehingga sisa yang belum dikembalikan 

oleh Terdakwa Abdul Manab Bin Nubeh adalah sejumlah Rp18.712.500,00 

(delapan belas juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah); 

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Abdul Manab Bin Nubeh bersama-

sama dengan saksi Suliha Binti Ali, saksi Nurus Zaman, saksi Sulaimah Binti 

Nasik, saksi Abdul Ghoffar Azis Bin Bunawi dan Syamsuri Bin Suyan tersebut 

telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah 

Rp4.254.165.769,00 (empat miliar dua ratus lima puluh empat juta seratus enam 

puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) berdasarkan Laporan 

Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) oleh 
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Inspektorat Kabupaten Bangkalan atas perbuatan Tindak Pidana Korupsi 

Penyimpangan Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Desa 

Kelbung Kecamatan Galis Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 Nomor 

X.700/109/TT/433.206/2022 tanggal 12 Oktober 2022; 

Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Abdul Manab bin 

Nubeh, berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan 

dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan Rutan dan memerintahkan agar 

Terdakwa tetap ditahan; 

Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda terhadap 

Terdakwa Abdul Manab bin Nubeh, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti 

dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan; 

Menghukum Terdakwa Abdul Manab bin Nubeh untuk membayar uang 

pengganti sebesar Rp 208.712.500,00 (dua ratus delapan juta tujuh ratus dua 

belas ribu lima ratus rupiah), dari nominal uang pengganti tersebut 

diperhitungkan pengembaliannya sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan 

puluh juta rupiah) sehingga uang pengganti yang belum dibayarkan Terdakwa 

Abdul Ghoffar Azis bin Bunawi adalah sebesar Rp18.712.500,00 (delapan belas 

juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) apabila Uang Pengganti 

tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan 

memperoleh kekuatan hukum, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan 

dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak 

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti 
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sebagaimana dimaksud, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 

(lima) bulan; 

Menetapkan agar uang sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan 

puluh juta rupiah) yang telah dititipkan oleh Terdakwa Abdul Manab bin Nubeh 

ke rekening titipan Kejaksaan Negeri Bangkalan tersebut sebagai uang 

pengganti, dirampas untuk Negara serta disetorkan ke Kas Negara. 

Pelaksanaan pidana uang pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan 

Negeri Bangkalan membutuhkan kerjasama dengan instansi lain yang ada 

kaitannya dengan bentuk korupsi yang dilakukan oleh narapidana, sehingga 

membutuhkan waktu beberapa bulan, kerjasama dengan instansi terkait sangat 

dibutuhkan, karena terdapat hal-hal yang terkait dengan objek korupsi 

merupakan diluar kompetensi seorang jaksa. 

Selain itu kerjasama dengan instansi terkait juga dibutuhkan karena 

dalam melakukan perampasan, haruslah terhadap harta benda yang 

dipergunakan atau yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi, hal tersebut 

sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa 

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau 

barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak 

pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana 

korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang-barang yang menggantikan 

barang tersebut. Oleh karena itu dalam melakukan perampasan dibutuhkan 

kepastian keterkaitan harta benda terpidana dengan tindak pidana korupsi yang 
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telah dilakukannya, baru bisa dilakukan perampasan yang nantinya juga akan 

turut melunasi beban uang pengganti.111 

Mengenai pembayaran uang pengganti yang dilakukan secara sukarela 

oleh terpidana berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b. dalam 

pelaksanaannya bisa dilakukan dengan mencicil dalam artian tidak sekaligus 

dilunasi, teknis pembayaran pidana uang pengganti tidak mempunyai aturan 

yang konkrit dalam undang-undang tentang cara pembayarannya harus secara 

tunai (cash) atau dibolehkan secara mencicil, mekanisme pembayaran uang 

pengganti yang secara angsuran (mencicil) tersebut diberi tenggang waktu 

sampai habis masa pidana penjara yang merupakan pidana pokoknya, 

sedangkan pidana uang pengganti ini merupakan pidana tambahan dari pidana 

pokoknya. 

Namun faktanya terpidana pada umumnya tidak melakukannya, maka 

konsekuensi hukumnya menjalani hukuman subsidernya yaitu pidana penjara 

yang juga telah disebutkan dalam amar putusan pengadilan. Namun dampak 

dari dipraktikkannya mekanisme pembayaran secara mencicil tersebut, akan 

membuat sifat kepastian dari masa pidana penjara yang menjadi subsider dari 

pidana uang pengganti menjadi tidak pasti, karena ketidakpastian lunas 

tidaknya uang pengganti tersebut dibayar, belum lagi dalam hal dilunasi dalam 

persentase tertentu dari total jumlah uang pengganti, maka bagaimana 

 
111 Wawancara dengan Tri Sutrisno, SH, MH Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung, 

wawancara dilakukan tanggal 30 November 2024 
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konsekuensi hukum terhadap narapidana perkara tindak pidana korupsi 

tersebut. 112 

Meskipun dalam pelaksanaannya mekanisme pembayaran uang 

pengganti sudah banyak memberi kemudahan terhadap terpidana korupsi akan 

tetapi tetap persentase terpidana yang tidak membayar dan lebih memilih 

menambah jangka waktu pidana penjaranya yang merupakan subsider dari 

pidana tambahan uang penggantinya. 

Hal ini dapat dipahami bahwa terpidana lebih memilih yang merupakan 

hukuman yang menghilangkan kemerdekaan seorang narapidana,113 dan 

mengilangkan kebebasan bergerak dari seorang terpidana dengan menutup 

orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan.114 Hal tersebut lebih 

dipilih oleh terpidana dibandingakn kehilangan harta bendanya yang 

mempunyai nilai ekonomi yang mempunyai ekspektasi untuk peningkatan 

nilainya atau untuk diinvestasikan. Dalam hal ini bisa kita lihat sejauh mana 

pidana penjara dan pidana uang pengganti mencapai tujuan pidana dalam 

konteks teori tujuan pemidanaan relatif, dimana seharusnya pemidanaan 

tersebut yang menjadi pembalasan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan 

oleh seseorang tidak hanya memberi efek jera terhadap pelaku dan dapat 

mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana korupsi serta dengan 

 
112 Wawancara dengan Tri Sutrisno, SH, MH Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung, 

wawancara dilakukan tanggal 30 November 2024 
113 Ridwan, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana 

Korupsi, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15 No. 2, 2013, hlm 55 
114 Abidin Farid Zainal, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm, 91 
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dilaksanakannya pidana tersebut menjadi sarana untuk melindungi masyarakat 

dan kesejahteraan Masyarakat.115 

Didominasinya pelaksanaan pidana subsider dibandingkan pidana uang 

pengganti, bila kita melihat dari sisi yang berbeda seolah-olah keberadaan 

pidana subsider bagi terpidana korupsi yang tidak membayar atau tidak lunas 

membayar uang pengganti sebagai alternatif lain deberi hukuman pidana 

tambahannya berupa pidana penjara akan memperlemah undang-undang ini 

dalam hal mencapai pengembalian keuangan negara dalam waktu yang singkat, 

atau kadar pidana subsider yang harus diperberat. 

Sebagaimana fakta empiris yang diuraikan diatas tujuan pemidanaan 

guna memberi perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam sudut 

pandang teori relatif tersebut juga belum tercapai, dikarenakan persentase 

kerugian keuangan negara yang diadalamnya terdapat berbagai bentuk 

kepentingan juga terkait dengan kesejahteraan masyarakat yang berhasil 

dikembalikan ke kas negara sangat sedikit dibandingkan yang belum 

dibayarkan dan sudah tertunggak dalam kurun waktu yang relatif lama. 

Fenomena tidak tercapainya tujuan dari sebuah aturan hukum dimungkinkan 

karena adanya pergeseran nilai-nilai sosial, terutama dalam hal tinggi 

rendahnya nilai suatu kebebasan, dan kemerdekaan hidup seseorang dan 

beberapa kliennya yang terjerat kasus korupsi juga lebih memilih menjalani 

hukuman subsider saja karena penambahan pidana penjaranya tidak terlalu lama 

 
115 Sholehuddin M, Sistem Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Ide Dasar Doble Track 

System & Implementasinya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.41. 
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sehingga tidak merasa dibandingkan dengan kehilangan sumber financial yang 

seiring berjalan waktu terus berkembang. Keterangan tersebut menjadi salah 

satu contoh paradigma masyarakat yang berubah terhadap pemidanaan, 

sebagaimana kita ketahui bahwa perubahan hukum kerap tertinggal dengan 

perubahan masyarakat, kiranya menjadi bahan evaluasi ke arah perubahan 

hukum yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan 

permasalahan hukum yang merupakan gejala masyarakat. 

Pidana tambahan uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi 

yang berlandaskan nilai keadilan bertujuan untuk memenuhi dua sasaran utama, 

yaitu restorasi dan pencegahan, dalam kerangka hukum pidana. Dalam kasus 

korupsi, di mana dana atau aset publik diselewengkan atau disalahgunakan, 

uang pengganti berfungsi sebagai mekanisme untuk memulihkan kerugian yang 

diderita oleh negara. Namun, agar sesuai dengan prinsip keadilan, 

penghitungan, penetapan, dan pelaksanaan uang pengganti harus 

mempertimbangkan proporsionalitas, kesetaraan, dan keadilan. 

Uang pengganti memastikan bahwa kerugian finansial yang 

diakibatkan oleh tindak pidana korupsi dapat diperbaiki. Tujuannya adalah 

untuk mengembalikan dana yang dicuri atau diselewengkan ke kas negara atau 

rekening publik. Penghitungan uang pengganti ini sering kali didasarkan pada 

nilai kerugian yang terjadi, disesuaikan dengan inflasi atau faktor ekonomi 

lainnya yang memengaruhi nilai riil dari dana yang disalahgunakan. Untuk 

mencapai keadilan, beban penggantian disesuaikan dengan peran pelaku dan 

tingkat kerugian yang ditimbulkan, sehingga peserta yang memiliki peran kecil 
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tidak dihukum secara berlebihan, sementara pelaku utama bertanggung jawab 

lebih besar. 

Meskipun uang pengganti berfungsi sebagai tindakan hukuman, hal ini 

juga bertujuan untuk pemulihan keuangan bagi negara. Pada saat yang sama, 

kemampuan pelaku untuk membayar harus dinilai secara realistis guna 

menghindari hukuman yang berlebihan atau ketidakpatuhan praktis, seperti 

pemenjaraan yang lama karena ketidakmampuan membayar uang pengganti 

yang tidak realistis. Ketentuan seperti pembayaran secara cicilan atau likuidasi 

aset dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini. 

 Pada intinya, uang pengganti yang berlandaskan nilai keadilan adalah 

alat penting dalam memerangi korupsi. Namun, penerapannya yang efektif 

membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang keadilan, yang 

mempertimbangkan tidak hanya kerugian yang ditimbulkan tetapi juga konteks 

sosial-ekonomi pelaku serta implikasi yang lebih luas bagi pencegahan dan 

kepercayaan publik terhadap sistem hukum. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi merupakan 

instrumen penting untuk memulihkan kerugian negara akibat tindakan 

koruptif. Pelaksanaannya didasarkan pada Undang-Undang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan terkait, dengan 

penekanan pada pengembalian dana negara melalui pembayaran 

langsung oleh terpidana atau hasil pelelangan harta benda yang disita. 

Meskipun konsep dan regulasinya jelas, implementasinya dihadapkan 

pada tantangan berupa proses hukum yang panjang, identifikasi 

kerugian negara, dan keterkaitan aset dengan tindak pidana korupsi. 

Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara jaksa, instansi terkait, dan 

proses peradilan yang transparan untuk memastikan kepastian hukum, 

keadilan, serta tercapainya tujuan pemulihan kerugian negara secara 

efektif dan efisien. 

2. Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam tindak 

pidana korupsi bertujuan untuk memulihkan kerugian negara dan 

memberikan efek jera kepada pelaku. Namun, implementasinya masih 

menghadapi tantangan, termasuk dominasi penggunaan pidana penjara 

subsider oleh terpidana yang menghindari pembayaran uang pengganti, 

sehingga pemulihan keuangan negara berjalan lambat. Mekanisme 
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pembayaran, baik tunai maupun mencicil, serta kerjasama antarinstansi 

menjadi penting untuk memastikan efektivitas pelaksanaan pidana ini. 

Keberadaan pidana subsider yang terlalu ringan juga menimbulkan 

potensi pelemahan dalam upaya pengembalian kerugian negara secara 

cepat dan maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian kebijakan 

dan evaluasi regulasi untuk memastikan pidana uang pengganti dapat 

mencapai tujuannya, yakni keadilan, pemulihan kerugian negara, dan 

pencegahan korupsi secara efektif. 

B. Saran 

1. Pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait mekanisme pelaksanaan 

pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, termasuk 

dengan memperberat pidana penjara subsider bagi terpidana yang tidak 

membayar, serta mempercepat proses identifikasi dan penyitaan aset 

korupsi melalui sinergi antarinstansi seperti kejaksaan, BPK, dan 

lembaga perbankan. Hal ini bertujuan untuk memastikan pemulihan 

kerugian negara berjalan lebih efektif dan memberikan efek jera yang 

lebih kuat kepada pelaku. 

2. Masyarakat perlu meningkatkan partisipasi aktif dalam pengawasan 

penggunaan anggaran publik di tingkat lokal maupun nasional, 

termasuk melalui pelaporan penyimpangan yang terindikasi korupsi. 

Kesadaran kolektif untuk menolak segala bentuk korupsi, baik melalui 

dukungan terhadap transparansi pemerintah maupun kontrol sosial 

terhadap pelaku, dapat menjadi upaya nyata dalam mencegah kerugian 
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negara dan mempercepat pemulihan keuangan akibat tindak pidana 

korupsi. 
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